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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF T HE SYSTEMATICE AND COMPLETE LAND 
REGISTRATION POLICY IN KELURAHAN KASONGAN BARU 

KECAMAT AN KA T I NGAN IDLIR KABUP A TEN KA TING AN 

Heri Paskarianto 
paskaz.ut@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) or The Systematic and 
Complete Land Registration is done based on Ministrial Rule of Minister of Agraria 
Affair and Spatial Planning/National Land Agency Number 6 year 2018 about 
Systematic and Complete Land Registration. In the implementation of this rule, there 
are many obstacles found in the field. It happens in Kabupaten Katingan, Land 
Department Office. It causes the Systematic and Complete Land Registration cannot 
be done maximally. The purpose of this study to analyze the implementation of the 
Systematice and Complete Land Registration policy. The obstacles are found in 
Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. This 
study used descriptive analytic method with qualitative approarch. The theory used 
in this study is theory which impacting the success of the policy. The variable of the 
success to assess the success of the Systematic and Complete Land Registration 
policy in Kelurahan Kasongan Baru are resource, communication, disposition or 
administer attitude and bureaucracy structure. Based on the result of the study, it can 
be summarized that the Systematic and Complete Land Registration policy in 
Kelurahan Kasongan Barn, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan has not 
succeeded yet. As matter of fact, there are many lands which have not been 
registered and mapped yet. When all of them are referred to the fourth variable of 
success policy, only Disposition or administer attitude can be stated as success, while 
variable of communication, resources and bureaucracy structure can be stated as 
have not succeeded yet The obstacles which were faced in the implementation of of 
PTSL policy in Kelurahan Kasongan Baru was less understanding of community 
about PTSL, less of human resources who administer the PTSL in the Land 
Department Office in Kabupaten Katingan, less of data that support about the 
number of land in a village or Kelurahan, the preparation of of work mapping in the 
location of PTSL, especially towards lands which have been certified (old 
certificates), land owners do not live in the land which were considered as location of 
PTSL, there are also many land owners which are included as the forest area. It also 
found that many complaints from the community about expenses regarding Bea 
Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) and tax as Pajak Penghasilan 
(PPh) when Land right certificate where PTSL was implied. 

Key Words: Implementation Policy, Pendaftaran Tanah Sistema/is 
Lengkap or Systematic and complete Land Registration. 

44077

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ABSTRAK 

IMPLEMENT ASI PROGRAM PEND AFT ARANT ANAH SISTEMATIS 
LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU KECAMATAN 

KA TIN GAN HILIR KABUPATEN KA TINGAN 

1 leri Paskarianto 
paskaz.ut@gmail.com 
Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka lndonesia 

ii 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam lmplementasinya masih 
terdapat hambatan-hambatan. Hal ini juga terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Katingan, sehingga menyebabkan pelaksanaan PTSL tidak terlaksana dengan 
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan hambatan-hambatannya di 
Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. 
Penelitian ini mengunakan metode desk.riptif analitik dengan teknik. pendekatan 
secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah teori yang mempengaruhi 
keberhasilan suatu kebijakan. Adapun variabel terhadap penilaian keberhasilan 
pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan 
Kasongan Barn adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana 
dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru 
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan belum berhasil. Hal ini terlihat dari 
masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar clan masih banyaknya bidang 
tanah bersertipikat yang belum terpetakan. Hal ini disebabkan karena dari empat 
variabel keberhasilan Kebijakan, hanya variabel Disposisi atau sikap pelaksana yang 
dapat djkatakan berhasil, sedangkan variabel Komunikasi, Sumber Daya, serta 
Struktur Birokrasi masih belum bisa dikatakan berhasil. Sedangkan hambatan­
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan PTSL di Kelurahan Kasongan 
Baru adalah Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang PTSL, Kurangnya Kuantitas 
Sumber Daya Manusia Pelaksana (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, 
Kurangnya data Pendukung tentang jumlah bidang tanah di suatu desa/kelurahan, 
Belum Optimalnya Penyiapan Peta Kerja pada lokasi PTSL, khususnya terhadap 
bidang tanah yang sudah bersertipikat (sertipikat lama), Pemilik tanah tidak 
berdomisili dilokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai Lokasi PTSL, Banyaknya 
penguasaan tanah masyara.kat yang berada dalam Kawasan Hutan, serta adanya 
Keluhan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Perolehan Hak (PPh) saat penerbitan 
Sertipikat Hak atas Tanah dalam kegiatan PTSL. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendaftra ran Tanab Sistematis 
Lengkap (PTSL). 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

implementasi Kcbijakan Pcndaftaran ·ranah Sitematis Lcngkap di Kabupaten 

Katingan tahun 2018, Pelaksanaannya masih be I um optimal, seharusnya pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap scsuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 paling tidak 

memperhatikan 5 (lima) hal penting yaitu: 

1) Penentuan Lokasi 

Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 secara gar1s besar disebutkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten 

dan kelurahan demi kelurahan di 'vilayah pcrkotaan meliputi sen1ua bidang tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia. Kata kunci nya adalah desa demi dcsa 

kelurahan demi kelurahan. Dalam menentukan lokasi kegiatan PTSL ini artinya 

harus sudah jelas batas desa/kelurahannya artinya untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut iuang atau batas suatu desa/k:elurahan harus sudah ada kesepakatan batas 

antar desa/kelurahan dan tentunya telah ada penetapan batas desa/kelurahan dari 

Kepala Daerah setempat. 

2) Faktor Obyek 

Dalam pasal 4 ayat (1), (2), (3) Permen ATR/BPN Nomor: 6 Tahun 2018 

disebutkan : 

(1). PTSL meliputi seluruh obyek pendaflaran tanah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia. 
(2). Obyek PTSL sebagaimana pada ayat ( 1) meliputi seluruh bi dang tanah 
tanpa terkecuali, bailc bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya 
maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka perbaikan kualitas 
data pendaftaran tanah. 
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(3 ). Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bi dang tanah 
yang sudah ada tanda batasnya rnaupun yang akan ditetapkan tanda batasnya 
dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. 

Kata kuncinya dalah se\uruh bi dang tanah dan kejelasan batas Bidang Tarrah. 

3) Faktor Subyek 

Subyek PTSl, adalah peserta kegiatan P'fSL bisa berupa Perorangan, Badan 

fiukum, dan Pemerintah. Kejelasan Subyek ini sangat berhubungan erat dengan 

kejelasan Obyek PTSL, hal ini tcrkait dengan kejelasan Batas bidang tanah yang 

termasuk di dalarn lokasi yang ditetapkan sebagai Lokasi PTSL. Selain kaitannya 

dengan kejelasan Obyek, pemahaman subyek PTSL tentang PTSL itu sendiri sangat 

penting, agar tidak terjadinya perbedaan persepsi tentang pengertian, tujuan, 

prosedur, serta basil dari pelaksanaan PTSL itu sendiri. 

4) Faktor Pelaksana PTSL 

Setelah lokasi PTSL ditetapkan olch Kepala Kantor Pertanahan, Kepala 

Kantor Pertanahan wajib menyiapkan scmua kebutuhan pendukung Pelaksanaan 

PTSL, hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (10) dan (11) Pennen ATR/BPN No. 6 

tahun 2018: 

Pasal (9). Kepala Kantor Pertanahan melakukan pers1apan pelaksanaan 
kegiatan PTSL dengan menyiapkan : 
a. Sarana dan Prasarana pelaksanaan Kegiatan PTSL; 
b. Sumber Daya Manusia; 
c. Kebutuhan transportasi; 
d. Koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya; 
e. Alokasi anggaran. 
Pasal (10) 
Ayat (1). Setelah lokasi PTSL ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan 
menyampaikan peta dasar pendaftaran yang berbentuk peta garis atau 
peta foto. 
Ayat (2). Dalam ha! peta dasar pendaftaran belum tersedia, Kepala Kantor 
Pertar1ahan menyiapkan peta lainnya yang digunakan sebagai peta kerja. 
Ayat (3). Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memuat 
pemetaan bids.ng-bidang tanah tanah yang sudah terdaftar haknya. 
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Ayat (4). Dalam ha! bidang·bidang tanah terdaftar belum dipetakan atau 
sudah dipetakan tetapi tidak pada posisi sebenarnya, maka pemetaan bidang­
bidang tanab tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan basil 
pengukuran bidang tanah secara sistematis. 

5) Pembiayaan PTSL 

Dal am Perrncn A TR/BPN Norn or : 6 Tahun 2018 sangat jelas disampaikan 

tentang sumber sumber pembiayaan PTSL, ha! ini sebutkan dalam pasal 40 peraturan 

ini sebagai berikut: 

Pasal 40 ayat (1). Sumber Pembiayaan PTSL dapat berasal dari: 
a. Daftar lsian Program Anggaran (DIPA) Kemente_rian. 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, 

Kabupaten/Kota; 
c. Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Dacrah, Badan Hukum Swasta; 
d. Dana Masyarakat mclalui Sertipikasi Massa! Swadaya (SMS) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 
e. Pcnerimaan !ain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan 

l1ukum S\.Vasta atau bentuk lai1U1ya melalui mekanisme anggaran 
rendapatan dan belailja Negara dan/atali Per.dapatan Negara Bukan 
Pajak. 

Pasal 40 ayat (2). Sumber pen1biayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), pen1biayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dengan pihak 
lain yang diperoleh dan digunakan scrta dipertanggungjav-labkan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

Dalam pelaksanaan PTSL sesuai aturan ini tidak diatur pernbiayaan persiapan 

PTSL atau kegiatan sebelum dilaksanakannya PTSL, pembiayaan kegiatan sebelum 

pelaksanaan PTSL dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa/kelurahan, yang mana 

pembiayaannya diatur sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor: 25/SKBN/2017, Nomor 

: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan 

Pendaftaran Tanah Sistematis. Keputusan bersama Menteri ini ditindak lanjuti 

dengan Peratrnan Bupati/Walikota disetiap daerah. Dimana di Kabupaten Katingan 
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telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor : 20 T'ahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 

tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. 

A.I. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di 

Kelurahan Kasongan Baru. 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6 Tahun 2018, 

secara umum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) Tahapan, yaitu: 

1. Tahap Pelaksanaan; 

2. 'J'ahap Penyelesaian Kegiatan; 

3. Tahap Pclaporan Hasil Pelaksanaan; 
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Gambar 4.1. Pengelompokan Tahapan PTSL 
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A,1.1. Tahap Pelaksanaan. 

Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibagi 

dalam beberapa Tahapan yaitu : 

1. Perencanaan.; 

2. Jlenetapan Lokasi; 

3. Persiapan; 

4. Pcmbentukan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas; 

5. Penyuluhan; 

6. Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis; 

7. Pcnelitian Data Yuridis dan Pembuktian Hak; 

8. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya. 

Pada tahapan Pelaksanaan 1n; kegiatan yang harus kegiatan yang 

dilaksanakan adaiah sebagai berikut : 

a. Analisis Lokasi Desa/Kelurahan; 

Sebelum menetapkan suatu desa/kelurahan sebagai lokasi PTSL, harus 

dilakukan analisis mengenai kondisi Infrastruktur Penunjang Pengukuran dan 

Pemetaan bidang tanah, antara lain : 

1. Jumlah bidang Tarrah yang sudah terdaftar atau bersertipikat di suatu 

Desa/Kelurahan; 

2. Jumlah Bidang Tarrah yang sudah terdaftar namun belum terpetakan dalam 

Peta Pendaftaran Tarrah; 

3. Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi; 

4. Ketersediaan Peta Batas Administrasi suatu desa/kelurahan; 
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5. Peta Fungsi Kawasan Hutan dari Kementrian Kehutanan dan Lingkungan 

l-Iidup (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2111/2017 Tanggal 7 November 2017 Jo 

Surat Keputusan Mentcri Lingkungan Hidup dan Kehulanan Nomor 

8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 T anggal 23 November 2018) 

6. Peta Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru dari Kementrian Kehutanan dan 

T .ingkungan Hid up yaitu, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hid up 

dan Kehutanan Nomor : 6559/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA. I /12/2017 

Tanggal 4 Desember 2017 Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor : 3588/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA.1/5/2018 

Tanggal 28 Mei 2018 jo Surat Keputusan Menteri J,ingkungan Ilidup 

dan Kehutanan Nomor : 8599/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA.1/12/2018 

T a11ggal 28 Agust11s 2018 jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan 1-lidup dar. 

Kehutanan Nomor 7099/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA.1/8/2019 Tanggal 

28 Agustus 2019. 

6 (enam) data di atas diolch mejadi Peta Kerja yang akan menjadi 

Lampiran dari Surat Keputusan Penetapan Lokasi PTSL yang ditetapkan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan. Dari Peta Kerja tersebut diharapakan akan diperoleh 

gambaran lokasi atau areal yang dapat dilaksanakan Kegiatan PTSL, karena 

Lokasi yang ditetapkan sebagai Lokasi PTSL haruslah Lokasi yang ('/ear dan 

Clean (Diluar Kawasan Hutan dan Areal yang masuk dalam Peta lndikatif 

Penundaan Ijin Baru). 
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Tabel 4.1. 

Analisis Lokasi PTSL Kelurahan Kasongan Baru Tahun 2018. 

No. Asfek Spasial Keterangan 
I. Ketersediaan Citra Sate lit Resolusi Pad a lokasi Kelurahan Baru, saat 

' Tinggi (CSRT) \Ill tidak terdapat Citra Sate lit 
Resolusi l'inggi (CSRT), Untuk 
mcmbantu Proses pemetaan di 
Kelurahan Kasongan Baru saat ini 
hanya memanfaatkan Citra yang 
berasal dan Avlikasi SAS Plai1et. . 

2. Kondisi Tanah Terdaftar Tanah Terdaftar yang berada di 
Kelurahan Kasongan Baru adalah 
sejumlah 1.210 Bi dang (!3uku 
Tanah Aktif), dengan perincian : 
I. Hak Milik : 1.178 Bidang. 
2. HGB : I Bidang. 
3. Hak Pakai : 31 Bidang. 
Denean Luas : 279,02 Ha 

3. Fungsi Kawasan Hutan sesuai Dari luas wilayah kelurahan 
Surat Kcputusan Menteri Kasongan I3aru, terdapat 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan penguasaan Tanah oleh rnasyarakat 

I 
Nomor: 6025/MENLJ-!K yang masuk dalarn Kawasan hutan, 
PKTL/KUH/PLA.2111/2017 dari Juas Wilayah Kelurahan 
·rangga\ 7 November 2017 Jo Kasongan Baru ± 6.871,9 Ha , 
SK Menteri Kehuta11an Nornor : Hanya 3.142,4 Ha (45.7%) yang 
8108/MenLHK- merupakan Non Kawasan I I utan 
PTKL/KUH/PLA2/l l/2018 (APL) 

4. Kualitas Data Geo KKP di Kantor Dari keseluruhan Buku Tanah yang 
Pertanahan Kabupaten Katingan. sudah terentri (Aktif dan Tidak 

Aktif) yaitu : l.2i0 Buku ·ranah 
77, 16 % sudah terpetakan, dengan 
per1nc1an: 
KWI : 915 
KW2: 31 
KW3: -
KW4: 2 
KW5: 42 
KW6: 220 

5. PIPPIB (Penundaan Iji11 Baru pada Tidak terdapat Lokasi yang masuk 
Laban Gambut) Peta lndikatif Penundaan Ii in Baro 

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Kat1ngan. 

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor : 74/K.EP-

100.2/62.06N/2018 Tanggal 02 Mei 2018, Kelurahan Kasongan Baru adalab salah 
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satu Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap 

di Kabupaten Katingan, dimana untuk Tahun 2018 ditetapkan sebanyak 21 (dua 

puluh satu) desa/Kelurahan, dengan target keseluruhan sebanyak 7.500 Bidang. 

o.r·..-.:o...--.-.:-·-T""' ... -·--------... 

Gambar 4.2. Peta Kerja PTSL Kelurahan Kasongan Baru 2018 

b. Pengorganisasian Somber Daya Manusia dan Sarana Prasana kegiatan 

PTSL; 

Dalam Pengorganisasian Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana 

kegiatan PTSL ini merupakan Tugas dan kewenangan dari Kepala Kantor 

Pertanahan, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam pasal 9 

Pemen ATRIBPN Nomor 6 Tahun 2018. 

Pasal 9 Kepala Kantor Pertanahan melakukan perstapan pelaksanaan PTSL 
dengan menyiapkan : 
a. Sarana dan prasarana pelaksanaan Kegiatan PTSL; 
b. Sumber daya manusia; 
c. Kebutuhan transportasi; 
d. Koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya; dan 
e. Alokasi anggaran. 
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Di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan sumber daya manusianya dan 

sarana prasarana cukup terbatas, kondisi ini menyebabkan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Katingan hanya membentuk I (satu) Panitia Ajudikasi 

P'fSL. (SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kati11gan No111or 59/Kep-

100.2/62.06/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018). 

1. Prasarana, Mobilitas dan Alat T ransportasi 

Untuk melaksanakan program dan memberikan Pelayanan Pertanahan 

kepada Masyarakat , dukungan Prasarana jalan darat masih kurang memadai, 

dan sebagian besar hanya dapat ditempuh melalui sungai. 

Sarana mobilitas di Kantor Pertanaha.'1 Kabupaten Katingan dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2. 

Daftar Sarana Mobilitas I Transportasi 

No. Jenis No Polisi Penanggung K.eterangan 
Kendaraan Jawab 

I Toyota KH 1061 NU Kepala Pengadaan 
Avanza Kantor Tahun 2008 

I Kantah) 
2 Mitsubishi KH 1098 NU Kasubag TU Pengadaan 

L 300 Tahun 2008 
(Pusat) 

3 Suzuki KH 2434 NY KasubagTU Pengadaan 
1'hunder Tahun 2008 
125 IPusat) 

4 Suzuki KH 2435 NY Kasubag TU Pengadaan 
Thunder Tahun 2008 
125 (Pusat) 

Sumbcr : Kantor Pertanahan Kab. Katingan 
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2. Sumber Daya 

Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan sampm 

dengan Bulan Desember 2018 yaitu sejumlah 42 orang terdiri dari Pegawai 

Teknis dan Non Teknis I Administrasi , jumlah tersebut diantaranya Tenaga 

Satpam 1 orang dan Petugas jaga malam 1 orang. 

Tabe! 4.3. 

Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan 

2. 7 orang 

3. 14 orang 

4. 1 Orang 

5. onorer I Jaga Malam 0 orang 

Jumlah 2 orang 

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Katingan. 
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Tabel 4.4. 

Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah Keterangan 

I. SMP -

2. SMU/SLTA 16 

3. DI 7 

4. Diii I 

5. DIV/SI 18 

6. S2 -

Jumlah 42 

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Katingan 

c. Pengambilan S11mpah Panitia Ajudikasi dan Satuan Togas: 

Setelah Kepala Kantor Pertanahan menetapkan Panitia Ajudikasi 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Satuan l'ugas, Panitia Ajudikasi p·rsL 

dan Satuan Tugas wajib mengangkat Sumpah di hadapan Kepala Kantor 

Pertanahan, ha! ini sesuai pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kcpala Badan Pertanahan Nasional Norr.or: 6 Tahun 2018. 

Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas, 

dilaksanakan pada hari Jl!mat tanggal 4 Mei 2018, yang dilaksanakan dihadapan 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, yang disaksikan oleh T okoh 

Agama Islam, Kristen, dan Hindu. Tempat pelaksanaan bertempat di Ruang Loket 

Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. 
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d. Penyuluhan. 

Penyuluhan Kegiatan PTSI. dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satuan Tugas Fisik dan Satt!an Tugas Yuridis. 

·rujuan dari Penyuluhar1 ini adalah agar 1nasyarakat mengerti dan 111en1ahami 

sepenuhnya mengenai, Kegiatan p·rsL sehingga masyarakat, baik itu maksud, 

tujuan, serta manf'a.at dari kegiatan PTSL. 

Dalam pelaksanaan Penyuluhan ini, harus disampaikan kepada masyarakat 

mengena1 : 

1. Manfaat bagi masyarakat, Pemerintah dan Negara atas hasil pelaksanaan 

Kegiatan PTSL ; 

2. Tahapan dan Mekanismc kegiatan PTSL; 

3. Penetapan dan Pe1nasangan tanda batas masing-masing bidang tanah; 

4. Dokumen yuridis yang perlu disiapkan; 

5. Jadwal Pelaksanaan pcngukuran dan pengumpulan data yuridis olch satgas 

fisik dan satgas yuridis; 

6. Hasil Akhir Kcgiatan PTSL; 

7. Pembiayaan; 

8. Hak untuk rri.engajukan keberatan atas hasil Ajudikasi yang diumumkan selama 

jangka waktu pengumuman. 

Di kelurahan Kasongan Baru, dilaksanakan penyuluhan pada hari Selasa, 

tanggal 22 Mei tahun 2018, yang dilaksanakan di aula Kantor Kelurahan 

Kasongan baru, sesua1 dengan daftar hadir yang ditanda tangani peserta 

penyuluhan, jumlah peserta yang hadir hanya sejumlah 25 (dua puluh lima) orang. 
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c. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis. 

Dalam pelaksanaan Kegiatan PTSL di Kelurahan Kasongan baru, Kegiatan 

pengumpulan data fisik (pengukuran bidang tanah) dan kegiatan pengurnpulan 

data yuridis (bukti kepe1nilikan bidang tanah) dilakukan secara bersamaan. 

Di mana untuk mempermudah koordinasi antara semua satuan tl1gas dan pihak 

kelurahan serta masyarakat pemilik tanah, satgas membuka Posko PTSL yang 

berlokasi langsung di Kantor Kelurahan Kasongan baru, dimana di Posko 

ditugaskan 2 (dua) orang petugas yang merupakan anggota satgas yuridis dari 

Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. 

Mengingat banyaknya desa yang ditctapkan sebagai Lokasi P'fSL pada 

tahun 2018 di Kabupaten Katingan, serta terhatasnya jumlah petugas pengukuran 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Kelurahan Kasongan Baru diberikan 

10.rget sebanyak 368 Bidang, dan berdasarkan kcscpakatan Satgas Fisik <lan Satgas 

Yuridis bersama Petugas Kc!urahan, \Vaktu pelaksanaan kegiatan PTSL di 

Kelurahan Kasongru1 Raru hanya diberikan v.'aktu 20 (dua puluh) hari. 

Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis 

berakhir sesuai waktu yang disepakati, sejumlah 114 Bidang tanah saja yang bisa 

terukur, dan 114 data yuridis yang dapat dikumpulkan. Ada 2 ( dua) bi dang tanah 

yang pemiliknya tidak melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan, 

sehingga di masukan ke dalam kluster 3 (K3). 114 bidang tanah yang terukur 

tersebut diinput k.e Aplikasi Komputcrisasi Kantor Pertanahan dan diterbitkan 

Peta Bidang Tanahnya dan diberikan NIB (No1nor ldentifikasi Bidang Tanah). 

(NIB. 15.10.07.03.02003 - NIB. 15.10.07.03.02116). 
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f. Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis. 

Setelah data fisik dan data yuridis hasil pengurnpulan data fisik dan data 

yuridis dicocokkan dan diklarifikasi, (Pencocokan Peta Bidang Tanah dengan 

bukti-bukti kepe1nilikan, ter<lapat 2 (dua) bidang tanah yang pcmiliknya tidak 

melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga di masukan 

ke dalam klasifikasi kluster 3 (K3 ). 

g. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; 

Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan didalarn risalah penelitian 

data yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta 

bidang tanah, dimasukkan dalarn daftar data yuridis da11 data fisik bidang tanah. 

Untuk memenuhi asas ptiblisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data 

yuridis dan data fisik bidang taP..ah dan pcta bidang-bidang tanah diumumkan 

scla1na 14 (empat belas) hari ka\ender di Kantor Pertanahan daP. Kantor 

Kelurahan. Pengumuman ini bcrtujuan untuk mernberikan kesempatan jika ada 

pihak yang berkcberatan mengenai bidang tanah yang diajudikasikan tersebut. 

Setelah rnasa pengumuman berakhir, data tisik dan data yuridis disahkan 

o1eh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan 

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 202). 

A.1.2. Tahap Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap. 

Dalam taliap penyelesaian Kegiatan Pendaftarru.1 T anah Sistematis Lengkap 

(PTSI~) ini dibagi menjadi beberapa tahapan lagi yaitu : 

1. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, Pemberian Hak; 

2. Pembukuan Hak; 
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3. Penerbitan Sertipikat; 

4. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil. 

a. Penegasan konversi, pengakuan hak; pemberian hak; 

Dalam hal bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya mcmenuhi 

syarat untuk diterbitkan Hak Atas 'fanahnya (Kluster l). Ketua Panitia Ajudikasi 

PTSL menindaklanjuti dengan : 1 ). Menegaskan konversi menjadi Hak Milik atas 

nama pemegang hak yang tcrakhir, 2). Menetapkan pengakuan hak sebagai hak 

Milik untuk bidang tanah yang alat bukti pernilikannya tidak ada namun 

dibuktikan dengan adanya penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun secara 

terus menerus dari pendahulu-pendahulunya, 3 ). Mengus1dkan Keputusan 

Pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan Tarrah Negara dengan 

mengusulkan secara kolcktif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan 

menggunakan Daftar lJsuian l)embcrian !-fak (DI. 310) dan dilampiri dengan 

Risalah Penelitian Data Yuridis, DI. 201B dan DI. 20\C. 

Di Kelurahan Kasongan Baru, semua bidang tanah yang telah diumurnkan 

merupakan ·ranah Negara, artinya Tanah Negara yang belum dilekati suatu Hak 

Atas Tanah (Tanah Negara Bebas), sehingga Ketua Panitia Ajudikasi 

mengusulkan ur1tuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak. 

Pendaftaran hak. atas bidang-bidang tanah Negara yang dilaksanak.an 

berdasarkan keputusan pemberian hak. oleh Kepala Kantor Pertanahan 

sebagaimana dalam DI. 310 yang dihalaman terakhir memuat keputusan 

pemberian hak tersebut dan dilampiri dengan bukti pembayaran Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh). Surat 

Keputusan Pemberian Hak. untuk Kelurahan Baru, sebanyak. 112 Bidang tanah, 
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ditetapkan bcrdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Katingan Nomor: 28/HM/BPN-62.06/2018. 

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanal1ru1 Nasional Nomor: 6 Tahun 2018, juga mengatur tc11tang Kewajiban 

Peserta kegiatan PTSL rnengenai pengenaan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas 

Bangunan) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang berkenaan dengan perolehan I-fak 

atas T anah dan Bangunan. 

Dalam peraturan in1 masyarakat diberi kemudahan dengan 

diberlakukannya BPHTB dan PPh terutang, dimana ketentuan mengenai 

pelaksanaannya diatur dalarn pasal 33 ayat (1) sampai (9). Secara umum BPHTB 

dan PPh terutang tersebut \Vajib dibayar sebelum adanya kegiatan peralihan hak 

atau perubahan atas buku tanal1 dan sertipikat hak atas tanah. 

Permberlakukan l3PHTB dan PPh terhutang ini dikhususkan kcpada 

masyarakat yang belum mampu memba)'ar 13PI ITB dan PPh, dengan Ketentuan 

sesuai dengan pasal 33 ayat (5) yaitu: 

Penerbitan sertipikat kepada penerima hak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilaksanakan dengan ketentuan : 
a. Penerima Hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli; dan; 
b. Penerima hak membuat surat pemyataan BPHTB terutang dan/atau surat 
keterangan PPh terhutang, schagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang 
menjadi warkah Hak atas T anah yang bersangkutan. 

b. Pembukuan Hak; 

Penegasan Konversi dan pengakuan hak serta penetapan Pemberian l-Iak, 

maka dibukukan llak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan/atau Hak 

Wakaf dalam Buku Tanah yang bersangkutan. Dalam pembukuan hak dicatat 

pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut seperti 
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pembatasan pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut 

sepadan pantai, sepadan sungai, dan lain-lain. 

c. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tar.ah. 

Dari target yang ditetapkan di Kelurahan Kasongan Baru, sebanyak 368 

Bidang, dapat diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tarrah sebanyak 112 Bidang Tarrah, 

dengan perincian sebagai bcrikut : 

Tabel 4.5. 
Jumlah Sertipikat yang diterbitkan di Kelurahan Kasongan Baru PTSL 2018 

No. Jenis Hak Jumlah Bidang Luas (M2) 

I. Hak Milik 107 841. 793 

··---

2. Hak Pakai 5 10.447 
! 

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. 

d. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil. 

Tugas akhir dari Panitia Ajudikasi PTSL sesuai dengan pasal 37 Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/K~pala Sadan Pertanahan Nasional adalah 

menyerahkan seluruh hasil Kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor, dimana data 

yang diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan meliputi : 

1. Dokumen Data Yuridis dan Data Fisik; 

2. Daftar lsian Pendaftaran Tanah dan Hak Alas Tanah; 

3. Buku Tanah; 
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4. Sertipikat Hak atas Tanah; 

5. Bukti-bukti administrasi Keuangan; 

6. Data-data administrasi lainn;·a. 

Setelah semua basil kcgiatan p·rsI" diteri1na oleh Kepala Kantor Pertanahan, 

Kepala Kantor Pertanahan membuat penjad\valan untuk penyerahan Sertipikat Hak 

atas Tanah hasil PTSL kepada Masyarakat peserta PTSL, serta menyerahkan seluruh 

data dokumen Pelaksanaan Kegiatan P'fSL kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

untuk diwarkahkan/diarsipkan. 

Dari 112 bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat Hak atas Tanahnya 

semua sertipikat sudah diserahkan seluruhnya kepada masyarakat. 

A.1.3. Tahap Pelaporan. 

Pe\aporan dalam Kegiatai1 PTSI, ada 2 (dua) 1en1s, )'aitu pelaporan jika 

terjadinya permasalahan dan pe\aksa11aan kegiatan PTSL dan peiaporan saat PTSI. 

telah sclesai dilaksanakan. Dalam ha! pelaporan pada saat terjadi permasalahan 

dalam pelaksanaan kegiatan PTSL pe!aporannya dilakukan oleh Ketua Panitia 

Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan ditemb11skan kepada Direktur 

Jendral Hubungan H11kum dan Kepala Kantor \Vilayah Badan BPN. Untuk pelaporan 

pada saat PTSL selesai dilaksanakan dilakukan secara berjenjang dan berkala dari 

Kepala Kantor Pertanal1an, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri. 

Laporan kemajuan pelaksanaan PTSL secara berkala melalui Sistem Kendali 

Mutu Pelayanan Pertanahan (SKMPP). Tahap Pelaporan kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sitematis Lengkap di Kabupaten Katingan semuanya telah dilaporkan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
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A.2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) 

Berdasarkan hasil wav·:ancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Katii1gan, dikemukakan bahwa Pelaksar1aan Pe11daftaran Sistematis Le11gkap Di 

Kabupaten Katingan, terdapat beberapa kendala atau hambatan sehingga sehingga 

pelaksanaannya belum optimal, kenJala atau hambatan tersebut antara lain : 

1. Belum tcrsedianya data dasar dalam penentuar. jumlah target, ha! ini disebabkan 

karena belum tersedianya jumlah bidang tanah secara keseluruhan pada suatu 

desa/kelurahan. Hal ini menyebabkan ditetapkannya banyak desa/kelurahan 

sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

2. Banyaknya Penguasaan tanah masyarakat yang masuk dalam Kawasan Hutan. llal 

ini menyebabkan kurangnya minat n1asyarakat untuk mendaftarkan tanabnya. 

3. Belum semun bidang tanah yang bersertipikat khususnya scrtipikat lama 

tcrpctakan da\am Aplikasi Geokkp. Hal ini menyebabkaa Peta Kerja yang 

disiapkan belum bisa menggambarkatl Kondisi bidang tanah sebeoarnya dalam 

suatu dcsa/kelurahan yang ditctapkan sebagai Lokas1 Pendailaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL ). 

4. Minimnya jumlah petugas pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Katingan. Hal ini menyebabkan sangat sulit melaksanakan penyusunan jadwal 

pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan data fisik (Pengukuran Bidang Tanah). 

Ketua Panitia Ajudikasi, memberikan pendapat yang lebih spesifik mengenai 

kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Kabupaten Katingan. Berdasarkan basil wawancara yang 
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dilakukan penulis, Ketua Panitia Ajudikasi menyampaikan Kendala/hambatan yang 

dihadapi antara lain : 

1. Sulitnya menentukan jumlah Target di suatu desa/kelurahan yang dikarenakan 

tidak adanya data jumlah bidang tanah yang belun1 tcrdaftar di suatu 

desa/kelurahan, sehingga dalam menentukan target hanya ditetapkan berdasarkan 

asumsi sa.ia; 

2. Sangat minimnya jumlah sumber daya manusia pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Katingan; 

3. Banyak jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan 

Pendaftaran Tanah Siste1natis Lengkap (PTSL); 

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya men1asang tanah batas 

tanahnya; 

5. Kurangnys. Pemaharnan Masyarakat tcntang bukti-bukti kepcmilikan tanah. 

Pendapat dari Ketua Panitia Ajudikasi cendrung sama dengan pendapat yang 

diken1ukan oleh Lurah Kasongan Baru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

penulis kepada Lurah Kasongan Baru, bahwa hambatan/kendala dalam pelak.asanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah : 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) itu sendiri, dimana masyarakat menganggap Produk dari 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah hanya Sertipikat Hak atas 

Tanah; 

2. Kesulitan dalam mencari pemilik tanah, karena banyaknya pemilik tanah yang 

berdomisili diluar lokasi letak tanah; 
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3. Masih adanya keberatan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPh). 

Untuk melihat secara keseluruhan pelaksanaan serta hambatan tentang 

Pendaftaran Tarrah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, dapat dilihat 

dari pandangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Ketua Ajudikasi, 

dan Lurah Kasongan Baru, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada basil wawancara 

yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai bcrikut : 
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Tabel 4.6. PERBANDfNGAN PERSEPSI TENTANG PENDAFTARAN SISTEMA TIS LENGKAP 

lnforman 
Persepsi Tentai1g Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Barn 

Latar Belakang Aspek Pelaksanaan Aspek Sasaran 

Kepala Kantor PTSL merupakan Kegiatan Sangat diperlukan dukungan Deng an dilaksanakannya PTSL 
Pertanahan Pendaftaran Tanah pertarna kali, yang Pemerintah Kabupaten seternpat, guna inforrnasi seluruh bidang tanah pada 
Kabupaten dilakukan secara serentak terhadap membantu sosialiasi kepada suatu desa/kelurahan dapat diketahui 
Katingan semua obyek Per.daftaran Tanah pada masyarakat tentang tujuan, sasaran, secara akurat, sehingga dapat 

suatu desa/kelurahan mcliputi clan manfaat dari PTSL, baik bagi dijadikan data untuk pelaksanaan 
pengumpulan data fisik dan masyarakat maupun bagi Pemerintah pelayanan Pertanahan yang berbasis 
yuridisnya untuk keperluan Daerah itu sendiri. Digital. 
pendaftarannva. 

Ketua Panitia PTSL merupakan kegiatan Perlunya peran serta aparat penegak Dengan dilaksanakannya PTSL, 
Ajudikasi pendaftaran tanah yang dilakukan hukum serta tokoh masyarakat dalam seluruh bidang tanah dapat terdata, 
PTSL disuatu desa/kelurahan yang dilakukan ikut mendukung pelaksanaan PTSL, dan kepastian hukum atas tanah lebih 

secara serentak, terhadap sernua karena dalam pelaksanaannya bidang- terjamin, sehingga mengurang1 
bidang tanah yang merupakan obyek bidang tanah yang beluni terdafiar kemungkinan sengketa tanah. 
Pendaftaran Tanah. sering terdapat sengketa .pada saat 

pengukuran (pengmnpulan data fisik). 
Lurah PTSL merupakan kegiatan pendataan Dalarn pelaksanaan PTSL perlu Diharapkan dengan dilaksanakannya 
Kasongan bidang tanah dan sertipikasi bidang ditingkatkan Sosialisasi kepada PTSL sengketa tanah dapat 
Baru tanah yang dilakukan oleh Badan masyarakat pemilik tanah, selain itu dirninimalisir, dan dapat tersedianya 

Pertanahan Nasional terhadap semua koordinasi harus terus ditingkatkan data bidang tanah secara lengkap, 
bidang tanah yang ada pada suatu antara pihak BPN, Desa/Kelurahan, yang nantinya bisa digunakan sebagai 
desa/kelurahan. penegak h11kum, dan Pemerintah data pengenaan Pajak Bumi dan 

Kabuoaten. Bangunan (PBBl vang akurat. 
-

Sumber: Hasil Wawancara dengan Informan 
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Tabet 4.7. PERBANDINGAN PERSEPSl BERDASARKAN TINJAUAN FAKTOR 

F AK TOR YANG DITINJAU 
Informan 

Penentuan Lokasi Obyek PTSL Subyek PTSL Pelaksana PTSL Pembiayaan PTSL 

Kepala Lokasi harus jelas, Bidang tan ah yang Pemilik tan ab wajib Memaksimalkan Pembiayaan PTSL, 
Kantor dalam hal batas merupakan obyek ada saat pelaksanaan sumber daya yang ada sesua1 anggaran yang 
Pertanahan desa/kelurahan yang PTSL, harus jelas dan PTSL, jika baik Sumber Daya telah ditetapkan dalam 
Kabupaten belum definitif sudah ada tanda batas berhalangan, wajib Manusia mautJun DIPA Kantor 
Katingan menggunakan batas bidang tanahnya. memberi kuasa Sumber day a Pertanaha;1 Kabupaten 

desa/keluraban kepada pihak lain pendukung Katingan. 
sementara. sebagai kuasa dari (infrastruktur) 

oemilik tanah. 
Ketua Batas desa/kelurahan Batas bidang tan ah Pemilik tanab wajib Memaksimalkan Pembiayaan PTSL, 
Panitia harus jelas dan tidak harus sudah memiliki menunjukan batas sumber daya manus1a sesua1 anggaran yang 
Ajudikasi termasuk dalam patok batas, serta bidang tanalmya, dan yang ada dengan telab ditetapkan dalam 
PTSL kawasan hutan. batas telah disepakati wajib melengkapi memperjelas DIPA Kantor 

yang berbatasan. semua persyaratan pembagian tug as dan Pertanahan Kabupaten 
vang telah ditentukan. tanaaung iawab. Katingan. 

Lurab Batas desalkelurahan Bi dang tan ah yang Pcmilik tan ah a tau Melibatkan tokoh adat Pembiayaan PTSL 
Kasongan harus jelas akan diukur harus kuasanya v,.:ajib hadir dan tokoh masyarakat berdasarkan Peraturan 
Baru dilapangan, walaupun bersih, jelas, dan saat pengukuran dalam pelaksanaan Bupati Katingan No. 

batas tersebut belum sudah dipasang patok dilapangan dan pengukuran bi dang 20 Tahun 2018. 
definitif tanda batas. menyerahkan berkas- tanah dan pengumpulan 

berkas kepemilikan berkas. 
tanahnya. 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Informan 
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Tabel. 4.8 PERBANDINGAN PERSEPSI BERDASARKAN KENDALA/HAMBATAN 

KENDALA/HAMBATAN PELAKSANAAN PEN DAFT ARAN TANAH SISTEMA TIS LENGKAP 
lnforman 

DI KELURAHAN KASONGAN BARU 

Kepala Kantor Pertanahan 1. Belurn tersedianya data dasar dalam penentuan jumlah target, ha! ini discbabkan karena belum 
Kabupaten Katingan tersedianya jumla11 bidang tanah secara keseluruhan pada suatu desa/kelurahan. Hal ini 

menyebabkan ditetapkannya ban yak desa/kelurahan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap. 

2. Banyaknya Penguasaan tanah masyarakat yang masuk dalam Kawasan Hutan. Hal ini 
menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. 

3. Belurn semua b!dang tanah yang bersertipikat khususnya sertipikat lama terpetakan dalam 
Aplikasi Geokkp. Hal ini menyebabkan Peta Kerja yang disiapkan belum bisa menggambarkan 
Kondisi bidang tanah sebenarnya dala1n suatu desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi 
Pendaftaran Tanah Sistematis J .... engkap (PTSL). Hal ini bisa menimbulkan potensi Tumpang 
Tindih Sertipikat Hak atas Tanah. 

4. Minimnya jumlah petugas pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Hal ini 
menyebabkan sangat sulit melaksanakan penyusunan jadv.'al pelaksanaan Kegiatan 
Pengumpulan data fisik (Pengukuran Bidan!! Tanah). 

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL 1. Sulitnya menentukanjumlah Target di suatu desa/kelurahan yang dikarenakan tidak adanya data 
jumlah bidang tanah yang beium terdaftar di suatu desa/kelurahan, sehingga dalam menentukan 
target hanya ditetapkan herdasarkan asumsi saja; 

2. Sangat minimnya jumlah sumber day a manusid pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan; 
3. Ban)'ak jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL); 
4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya mernasang tanah batas tanahnya; 
5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang bukti-bukti kepemilikan tanah. 
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l. Kurangnya pemahan1an masyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu 
sendiri, dimana masyarakat menganggap Produk dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL) adalah hanya Sertipikat Hak atas Tanah; 

2. Kesulitan dalarn mencari pemilik tanah, karena banyaknya pemilik tanah yang berdomisili 
diluar lokasi letak tanah; 

3. Masih adanya keberatan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPh). 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Infonnan 
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Berdasarkan basil penelitian penulis, terlihat bahwa ada persamaan persepsi 

tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, dimana 

ke 3 (tiga) surnber tersebut sepakat serta mendukung terhadap pelaksanaan 

pendaftaran tanah sistematik Jengkap di kelurahan Kasongan Batu, dengan harapan 

bisa terwujudnya desa/kelurahan lengkap mengenai seluruh data bidang tanah pada 

suatu desa/kelurahan, untuk menuju petayanan pertanahan berbasis digital, serta 

dapat diminimalisasinya sengketa tanah. 

Dari basil wawancara yang dilakukan Pcnulis kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Katingan, Ketua Panitia Ajudikasi, dan Lurah Kasongan baru, 

di dapat disimpulkan beberapa hambatan-han1batan yang terjadi dalarn pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kasongan Baru, yang 

secara keseluruhan dapat dirangkum menjadi 7 (tujuh) hambatan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kurangnya Pemahan1an 1nasyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL). 

2. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Mantisia Pelaksana Pcndaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) serta kurangnya peralatan teknis pendukung di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan; 

3. Kurangnya data Pendukung tentangjumlah bidang tanah di suatu desa/kelurahan; 

4. Belum Optimalnya Penyiapan Peta Kerja pada lokasi PTSL, khususnya terhadap 

bidang tanah yang sudah bersertipikat. (sertipikat lama). 

5. Pemilik tanah tidak berdomisili di lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai 

Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

6. Banyaknya penguasaan tanah masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan. 
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7. Adan ya Keluhan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas 

Tarrah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPh) saat penerbitan 

Sertipikat Hak atas Tanah dalam kegiatan PTSL. 

A.3. Langkah-langkah dalam mengatasi hamhatan-hambatan pelaksanaan 

lmplementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

De11gan melihat banyaknya kendala-kendala atau hambatan-harnbatan yang 

terjadi dalarn pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 

Kalimantan Tengah, umumnya dan Kabupaten Katingan Khususnya, Pemerintah 

Pusat dan Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus 

melakukan pembenahan-pembenahan dalam upaya perbaikan demi suksesnya 

kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Pembenahan dan perbaikan tcrsebut di1nulai pada tatanan Pemcrintah Pusat, 

dalam ha! ini Presiden sebagai pcmegang tanggung jawab tertinggi dalam 

pclaksanaan Kcbijakan Pcndaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah 

Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nornor 2 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 

Republik Indonesia. 

Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Presiden memerintahkan 

kepada seluruh lembaga terkait baik pada tatanan Pemerintah Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah, dimana Presiden memerintahkan untuk mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing­

masing dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh 

wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan Tujuan utama agar 
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terwujudnya Pendaftaran Tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam 

rangka mendukung Proyek Strategis Nasional. 

1. Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan. 

Untuk mengatasi permasalahan banyaknya penguasaan tanah masyarakat 

yang berada dalam Kawasan Hutan. Pemerintah Pusat dalam ha! ini Presiden 

sebenamya telah menerbitkan Peraturan Presiden Presiden Nomor 88 Tahun 2017 

tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan. Perpres ini telah ditindaklanjuti 

oleh Kementerian Kehutanan dan L,ingkungan Hidup dengan mengeluarkan 

Kep. Men !,HK Nomor SK. 180 tahun 2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan 

Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyck Refonna Agraria (TORA) Jo Kep. 

Men LHK No. SK. 6979 Tahun 2017 .lo Kep. Men LllK No. SK. 3154/Menlhk­

PKTL/Kuh/PLA.2/2018 Tang,;al 18 Mei 2018. 

Pada tingkat Pemerintah Provinsi di Kalimantan 'fengah fnstruksi Presiden 

dan Peraturan Presiden tersebut di atas juga telah direspon secara cepat, Gubernnr 

Kalimantan ·rengah mengeluarkan Kep. Gubernur Kalimantan Tengah No. 

522.1. l 00/4 74/2017 /Dishut ·rentang Pe1nbentukan Tim lnventarisasi dan Veritikasi 

Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2018 telah 

melaksanakan Kegiatan sosialisasi dan inventarisasi Penguasaan tanah masyarakat 

yang berada dalam kawasan hutan Khusus di Kabupaten Katingan. Sampai saat ini 

basil kegiatannya berupa peta basil lnventarisasi dan usulan rekomendasi 

penyelesaian sudah dikirim kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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Republik Indonesia serta Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik 

Indonesia, dan saat ini masih menunggu hasil akhir. 

2. Kurangnya Somber Daya Manusia dan i~eralatan Teknis. 

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dan Peralatan teknis 

dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 

Pemerintah Pusat terus melakukan upaya-upaya konkrit. 2 (dua) langkah kongkrit 

telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam ha\ ini Kementerian Agraria dan l'ata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

a. Untuk Mengatasi Kekurangan Jumlah sumber daya manus1a, untuk t-::naga 

administrasi Pemerintah Pusat menganggarkan dana untuk menambah jumlah 

Pegawai Non Pegawai Negeri (PNPN), untuk di Kabupaten Katingan me1nperoleh 

20 (dua puluh) orang. Scdangkan untuk mengatasi kckurangan tenaga Teknis 

pengukuran Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan 

Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melaksanakan 

Pelatihan Pengukuran dan pemetaan kepada 40 (empat puluh) orang lulusan 

SMU/SLTA, dimana setelah lulus pelatihan mereka mendapat lisensi dari 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai 

Asisten Surveyor Kadastra Berlisensi (ASKB), dimana di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Katingan mendapat 3 (tiga) orang ASKB. Berikut daftar dan nama 

Asisten Surveyor Berlisensi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. 
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I. 

2. 

3. 

Tabet 4.9. Daftar Asisten Surveyor Kadastral Berlisensi 
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. 

Nama Nomor Lisensi 

M. Chandra 2-3086-18 

Mursidi 2-3090-18 

Ricky 2-3094-18 

Surr1ber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kat1ngan. 

86 

b. Untuk Mengatasi Kekurangan Peralatan 'feknis penunjang pelaksanaan Kebijakan 

Pendaftaran Tarrah Sistematis Lengkap, Pemerintah melaksanakan pengadaan 

peralatan Pengukuran dalam ha! ini GPS Geodetik dan Peralatan penunjang lain, 

Seperti Komputer, Scanner, dan Laptop. Berikut daftar Peralatan penjungan yang 

<liberikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan pada tahun 2019. 

No. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Tabel 4.10. Daftar Peralatan Teknis 
Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. 

Jenis Barang Jumlah 

RTK Geodetik Merk 2 Unit 
Con1nav 
RTK Geodetik Merk 6 Unit 
South 
Printer A3 5 Unit 
Brother lnkiet HL-T4000DW 
Printer A4 J\1erk 2 Unit 
HP LaserJet Pro M402N 
KomputerPC 1 Unit 
HP EliteOne 800 G4 i7-8700 
Scanner A3 dan A4 5 Unit 
Merk Cruz dan HP 
Laptop Merk HP 5 Unit 

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. 

1'ahun Hibah 

2018 

2019 

2018 dan 2019 

20!9 

2019 

2019 

2019 
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3. Data Pendukung Jumlah bidang tanah dan belum optimalnya penyiapan 

Peta Kerja. 

Kendala ini merupakan kendala Internal pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Katingan. Untuk mendapat data yang valid mengenai jumlah 

keseluruhan pada suatu desa/kelurahan memang cukup sulit, namun untuk 

mendapat data yang mendekati, Kantor Pertanahan mencoba menganalisis data 

jumlah bidang tanah dengan jumlah obyek Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada 

suatu desa atau kelurahan, kemudian membandingkannya dengan jumlah bidang 

tanah yang sudah bersertipikat pada desa/kelurahan tersebut. Sedangkan untuk 

memetakan bidang tanah bersertipikat yang masih belum terpetakan pada Peta 

Kerja karena sertipikat lama tersebut masih menggunakan koordinat 

Lokasi/Sementara. petugas Pemetuan pada Kantor Pertanahan terus melakukan 

Pemetaan lndeks Grqfis (GI~1) dengan cara mclakukan digitasi dan pe1netaan 

ulang ke lapangan. 

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang PTSL dan Banyaknya pemilik 

tanah yang tidak berdomisili di lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai 

Lokasi PTSL. 

Untuk kendala atau hambatan ini pihak Kantor Pertanahan dan Pemerintah 

Kabupaten, terns melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat, 

tentang tujuan, sasaran dan manfaat dari Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap ini. 

Mengenai pemilik tanah yang tidak berada di Lokasi letak tanah pihak 

Kantor Pertanahan terns berupaya dengan Pemerintah Desa/Kelurahan sebelum 
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dilaksanakannya sosialisasi rnenyampaikan kepada masyarakat untuk sating 

berbagi informasi kepada masyarakat lainnya. Kendala ini yang memang sangat 

menghambat pelak.;;anaan P'fSL, karena cukup banyak pemilik tanah khususnya 

di daerah Katingan yang pe1niliknya berada di Juar daerah Kabupatcn Kati11gan. 

Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah masih terns berupaya mencari langkah 

yang tetap untuk mengatasi kendala ini. 

5. Pengenaan BPHTB dan PPh. 

Pengenaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak 

Penghasilan utuk Perolehan Hak (PPh) ini merupakan amanat Undang-Undang, 

dan memang telah di atur dalam secara jelas. 

Untuk BPHTB di atur dalam Undang-undang Norr1or 21 Tahun 1997 jo 

Undang-undang 20 Tahun 2000 yang sekarang kewenangan sudah n1enjadi 

kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sesuai Undang-undang l-Jomor 28 crah;.in 

2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 

Sedangkan untuk PPh di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 1995 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangu11an dan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana PPh ini masih merupakan 

kewenangan Pemerintah Pusat. 

Untuk mengatasi ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional, memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan 

diperkenankannya Khusus untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

diberlakukan BPHTB dan PPh terutang, sesuai Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang Nomor 6 'fahun 2018. Dimana pembayarar.nya dapat dilakukan saat 
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pemilik tanah akan melakukan kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 

atau saat pemilik tanah sudah memiliki biaya untuk melunasi BPHTB dan PPh 

Terutang tersebut. Kepala Kantor Pertanahan Wajib memberikan Laporan tentang 

BPIITB terutang tersebut kepada Bupati/Walikota, serta PPh tcrutang Kepada 

Kantor Pajak Pratama. 
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B. Pembahasan 

Penulis mencoba menganalisis Implementasi kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis l,engkap di Kabupaten Katingan. Berdasarkan model Pendekatan yang 

diken1ukanan oleh Edwards Ill, ada 4 (en1pat) faktor kritis yang 1ne1npe11garuhi 

keberhasilan atau kegagalan implementasi. Kc-empat variabel tersebut adalah : 

1. Komunikasi; 2. Sumber-sumber; 3. Kecendrungan-kecendrungan/disposisi 

atau Sikap Pelaksanaj 4. Struktur Birokrasi, yang keseluruhannya saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan 

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. 

B.1. Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru,. 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam irnplementasi 

kebijakan. Jika kebijakan ingin dimplementasikan sebagaimana mestinya, maka 

petunjuk-rJetu11juk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga 

petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Ketidakjelasan petunjuk pclaksanaan dapat 

menyebabkan para pelaksana (implementator) akan rnengalami kebingungan 

tcntang apa yang harus mereka lakukan. Keberliasilan komunikasi harus 

memenuhi unsur Transmisi (penyampaian yang tepat), Kejelasan (Komunikasi 

harus jelas), Konsistensi (tidak berubah-ubah). 

a. Transmisi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. 

Penyampaian informasi dalam kegiatan PTSl. dilakukan dengan 

melakukan penyuluhan atau sosialisasi sebelum petugas melaksanakan 

kegiatan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuiridis. Kepala 

Kantor Pertanahan, Ketua Panitia Ajudikasi, beserta pihak desa/kelurahan 
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menjelaskan kepada masyarakat tentang tujuan, sasaran, manfaat serta apa saja 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pescrta kegiatan Pendaftaran cfanah 

Sistematis (PTSL). 

h. Kcjelasan dalam pelaksanaan kcgiatan PTSL. 

Komunikasi Kebijakan harus jclas, seringkali instruksi yang diteruskan 

kepada pelaksana kabur ha! ini mcnyebabkan interprctasi yang berbeda-beda 

dari pelaksana kebijakan. 

Unsur kejelasan dalam pclaksanaan kebijakan PTSL di kabupaten 

Katingan masih belum jelas, terlihat perbedaan persepsi terhadap aturan 

pelaksanaannya, hal ini menyebabkan terjadi interpretasi yang berbeda-beda 

terhadap Instruksi-instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Sebagai contoh 

<la.lam peraturan pelaksana jelas bahwa obyek dari pendatt.arai1 tanah 

sistematis lengkap adalah seluruh bi<lang tanah yang terdapat pada suatu 

desa/kelurahan baik itu tanah bersertipikat (sertipikat iama yang belum 

terpetakan/be:lum tepat letaknya pada Peta Pcndaftaran Tanah) dan belum 

bersertipikat, terkecuali bidang tanah tersebut berada dalam kawasan hutan, 

namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan persepsi dimana obyek 

pendaftaran tanah sistematis lengkap hanya bidang tanah yang belum 

bersertipikat saja. 

Selain itu kegagalan komunikasi dalam tahap ini dapat dilihat dari data 

hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, 

terutama pada tahapan Penyuluhan atau sosialisasi, terlihat bahwa belum 

terjadinya suatu komunikasi yang baik antara Panitia Ajudikasi PTSL dengan 

pihak Kelurahan dan masyarakat sebagai peserta Pendaftaran Tanah 
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Sistematis lengkap (PTSI.), dari data absensi peserta penyuluhan atau 

sosialisasi hanya 25 ( dua puluh lima) orang saja yang hadir. 

Hal ini jelas sangat mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman 

masyarat terhadap Kebijakan l)endaftaran Tanah Sistematis Lengkap itu 

scndiri. Komunikasi ini sangat penting, dimana dengan komunikasi yang 

kurang berhasil akan menghambal informasi yang akan disampaikan kepJ.da 

masyarakat, dimana masyarakat merupakan subyek dari PTSL itu sendiri. 

c. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. 

Winamo (2014: 184) mengemukan salah satu sebab tingkat keberhasilan 

komunikasi dalarn memenuhi unsur konsistensi adalah karena kerumitan 

Kebijakan itu sendiri. Agar pelaksanaan kebijakan bcrjalan dengan baik maka 

perini:ah-perintah atau intruksi-instruksi pelaksanaan harus konsisten dan 

jelas. Dalam pelaksanaan kcgiatan P1'SL instruksi dala1n pengumpulan data 

fisik dan pengumpulan data yuridis masih belum konsistcn, ha! ini tcrlihat 

daiam pelaksanaan pengukuran sa!ah satu i~struksi yang diberikan adalah s<-!.at 

pengukuran, pemilik tanah wajib menunjukan patok batas bidang tanahnya, 

namun pada pelaksanaannya masih diperkenankan penunjukan patok 

dilakukru1 oleh kuasa dari pemilik tanah. 

Hal lain yang menunjukan instruksi pelaksanaan masih belum konsisten 

adalah pada tahap sosialisasi atau penyuluhan telah ditentukan batas akhir 

waktu pelaksanaan, namun dalam pelaksanaan temyata masih diperkenar..kan 

untuk menambah waktu pelaksanaan, ini menyebabkan terjadi perubahan 

terhadap waktu pelaksanaan kegiatan di lokasi desa/kelurahan lain yang juga 

ditetapkan sebagai lokasi PTSL. 
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B.2. Sumber-sumber Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru,. 

a. Staf. 

Di Kantor Pertanahan kabupaten Katingan pada tahun 2018, jumlah 

petugas atau staf pengukuran sangat terbatas baik secara kuantitas maupun 

kualitas. 

Dari data Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Katingan, terlihat jelas bahwa jumlah PNS/ASN sangat !ah minim, 

jumlah PNS/ ASN hanya 22 (orang) dan dibantu oleh Pegawai Non Pegawai 

Negeri (PNPN) sejumlah 20 orang, dengatJ. jumlah sumber daya manusia yang 

terbatas tersebut, cukup berat bagi Kantor Pertanahan untuk melaksanakan 

Kcbijakan PTSL yang target11ya cukup besar, walaupun sudah 

mtmaksimalkan petugas yang ada terlihat jeias petugas tidak mampu 

menyelesaikan target yang sudah ditetapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Katingan. 

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan yang jumlahnya paling 

terbatas adalah staf yang bertugas sebagai petugas ukur, karena petugas ukur 

adalah petugas teknis yang harus memiliki kemampuan di bidar.g pengukuran 

dan pemetaan. Karena kecepatan pelaksanaan pengumpulan data fisik 

(pengukuran) sangat tergantung dari jumlah petugas ukur yang ada. 

b. Infromasi. 

Informasi merupakan salah satu sumber penting dalam implementasi 

kebijakan, seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka bahwa Ada 2 

(dua) hal penting dalam pemberian informasi terhadap implementasi kebijakan, 

44077

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



94 

yaitu pertama adalah bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, pelaksana 

harus mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukan 

kebijakan tersebut. Pelaksana harus diberi petunjuk untuk melaksanakan 

kebijakan. Kemudian ya11g Aedua adalah infor1nasi tentang data ketaatan 

personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Pelaksana harus 

mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 

mentaati Undang-Undang atau tidak. 

Dalam pclaksanaan PTSI" di kelurahan Kasongan Baru, infromasi yang 

didapatkan sudah cuk.up baik, informasi mengenai bagaimana pelaksanaan 

P'fSL sudah diterima dengan baik, dan informasi ketaatan personil lain atau 

pihak lain sudah diperoleh dengan c11kup baik. 

c. Wewenang. 

Wewenang merupakan sun1ber lain ya11g sangat per.ting dalam 

pelaksanaan kebijakan Pcndaftaran Tanah Sistematis Lengkap. We\~tenang 

pelaksanaan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 'fahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun dalarn pelaksanaannya terdapat 

juga kewenangan Lembaga lain dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten 

dalarn Pelaksanaan. 

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Sadan 

Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 tenta.'lg Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap tidak mengatur tentang biaya Persiapan PTSL, dimana 

biaya persiapan PTSL diatur oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini 

Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor : 20 'fahun 
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2018 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah di 

Kabupaten Katingan. Hal ini cukup membuat ruang gerak pelaksanaan PTSL 

menjadi terhambat. Adanya kewajiban pemilik tanah atau peserta PTSL untuk 

membayar biaya Persiapan PTSL secara tidak langsung bisa memberatkan 

masyarakat. Dalarn Peraturan Bupati tersebut ditetapkan biaya Persiapan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah tidak lebih dari Rp. 250.000,­

( dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Selain itu dalam penerbitan sertipikat yang merupakan salah satu 

produk dari kegiatan pendaftaran sistematis lengkap, peserta kegiatan PTSL 

masih dikenakan BPHTB dan PPh. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional hanya bisa 

melakukan kebijakan pajak terhutang saja, hal ini disebabkan pengenaan 

BPHTB men1pakan kewenangan Pe1nerintah Kabupatcn sesuai dengan 

Undang-Undang No1nor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 

sedangkan PPh merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam ha! ini 

Kementrian Keuangan. BPHTB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten sedangkan PPh merupakan salah satu sumber Pendapatan 

Negara. 

d. Fasilitas. 

Fasilitas merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, 

tanpa adanya fasilitas tidak mungkin kebijakan yang telah direncanakan dapat 

dijalan. Fasilitas disini dapat dikatakan sebagai peralatan dan perlengkapan. 

Fasilitas ini sangat beragam tergantung dengan kebutuhan dan jenis 

kebijakan itu sendiri. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, pada tahun 
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2018, saat pelaksanaan PTSL di kabupaten Katingan peralatan dan 

perlengkapan penunjang sangat kurang, utamanya yaitu Peralatan Pengukuran 

dan Pemetaan. Pada tahun 2018 hanya terdapat 1 set GPS RTK Geodetik yang 

digunakan untuk melakukan pengukuran dengan target yang ditetapkan 

sejumlah 7 .500 Bi dang, karena kekurangan Peralatan Pengukuran ini 

menyebabkan pelaksanaan pengukuran berjalan lambat, ha! ini merupakan 

salah satu hal yang menyebabkan pelaksanaan pengukuran lambat dan tidak 

efektif sehingga berdampak pada tidak dapat terealisasinya target yang sudah 

ditentukan. 

B.3. Kecendrungan-kecendrungan/sikap pelaksana/disposisi dalam 

pelaksanaaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan 

Baru. 

Kecendrungan dari sikap pelaksana kebijakan n1erupakan faktor yang 

mempunyai konsekuensi penting dalam bagi implementasi kcbijakan, agar 

implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan Jengan efektif. Jika pelak!:iana 

bersikap baik, setuju, dan senang hati terhadap suatu kebijakan, artinya sudah 

tercipta suatu kekuatan dukungan yang akan menjadi nilai positif dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan. Namun sebaliknya jika sikap pelaksana justru 

berbeda ataupun bertentangan dengan sikap para pembuat kebijakan, maka proses 

pelaksanaan suatu kebijakan akan menjadi sulit. 

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 

Kabupaten Katingan, sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan sangat baik, 

pelaksana kebijakan selalu berusaha untuk memahami arahan-arahan dan petunjuk 

dari pimpinan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi pertentangan baik itu 
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antara pelaksana dengan pimpinan maupun antar pelaksana itu sendiri. Pimpinan 

dan pclaksana berusaha bersinergi untuk sama-sama mensukseskan pelaksanaan 

Pendaftaran T anah Sistematis Lengkap di Ka bu paten Katingan. Hal ini terlihat 

denga11 sering11ya diadakan rapat koordinasi saat pelaksanaan Kebijakan. 

B.4. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap di Kclurahan Kasongan Baru. 

Stuktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki 

pengaruh penting dalam suatu implementasi kebijakan. 2 (dua) aspek penting 

dalam dalan1 struktur organisasi adalah Standar Operasinal Prosedur (SOP) dan 

Pragrnentasi Organisasi (Penyebaran/pcmbagian tanggung jawab ). 

a. Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Standar Operasional Prosedur pa<la dasan1ya adalah sebagian reaksi 

terhadap su1nber-sumber yang terbatas (Winarno, 2014:212). SOP bertu,iuan 

untuk n1e11yeragamkan tindakan-tin<lakan pelaksana dalam melaksanakan suatu 

kebijakan. Pada pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap 

sudah ditetapkan atau dibuat Standar Operasinal Prosedurnya, yang pada tahun 

2018 berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor: 01/Juknis-300/1/2018 dan saat ini 

menggunakan Petunjuk Teknis Nomor : 0l/Juknis-300.01.0 I /!I/2019. 

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kebingungan hal ini 

disebabkan karena perubahan regulasi yang cukup cepat terhadap pelaksanaan 

kebijakan Pendaftaran Sistematis Lengkap ini. Sejak tahun 20 I 5 pertama 

terbitnya peraturan mengenai PTSL sampai tahun 2018 sudah terjadi 6 (enam) 

kali perubahan peraturan. Perkembangan peraturan tentang PTSL dapat dilihat 

pada gambar 4.3. berikut. 
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Gambar 4.3. Perkembangan Peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) 
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b. Pragmentasi. 

Pragmentasi organisasi dapat dikatakan sebagai pembagian tugas dan 

tanggung jawah dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan 

pendaftaran tanah sistcmatis lengkap prag1nentasi terdapat pada pihak Kantor 

Pertanahan Kabupaten Katingan dan Pihak Desa/Kelurahan. 

Dalam melaksanakan kebijakan pihak Kantor Pertanahan dan pihak 

desa/Kelurahan harus bekerja sama dcngan baik sesuai dengan tugasnya 

mas1ng-rnas1ng. sebagai contoh dalam pelaksanaan pembagian tugas tersebut 

Kantor Pertanahan betugas menyiapkan semua infrastrukur untuk pelaksanaan 

kegiatan pengumpulan data fisik (pengukuran) dan pihak desa bertugas untuk 

memastikan kesiapan pemilik tanah dalam ha! kesiapan patok batas bidang 

tanah. Sehingga pada saat dilaksanakan pengukuran dapat dilakukan secara 

cepat dan efektif. 

Dalam pelaksanaan pragmentasi 1n1 pihak Kantor Pertanahan 

bertanggung jawah terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. na1nun 

disisi lain pihak desa/kelurahan juga hertanggung jawab terhadap pers1apan 

pelaksanaan PTSL. 

Setelah memperhatikan penjelasan dari 4 (empat) vaciabcl yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber-sumber, 

kencendrungan-kecendrungan/disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, 

terlihat bahwa komunikasi, sumber-sumber, dan struktur birokrasi masih belum 

berjalan secara optimal, hanya disposisi/sikap pclaksana saja yang sudah berjalan 

dengan baik. 
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BAB V KESJMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan. 
I. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan 

Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, belum 

optimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa 

dari 4 (empat) variabel Keberhasilan Kebijakan hanya Disposisi/Sikap 

Pelaksana saja yang dapat dikatakan herhasi!, sedangkan 3 (tiga) variable lain 

yaitu Komunikasi, Surnber Daya, dan Struktur Birokrasi masih belum dinilai 

bcrhas11. 

2. Ilambatan-hambatan yang terjadi dalam Pendaftaran 1'anah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, 

Kabupaten Katingan adalah (I). Kurangnya Pcmahaman masyarakat ten tang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), (2). Kurangnya Kuantitas 

Sumber Daya Manusia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, (3). Kurangnya data 

Pendukung tentang jumlah bidang tanah di suatu desa/kelurahan, (4). Belum 

Optimalnya Penyiapan Peta Kerja pada lokasi PTSL, khususnya terhadap 

bidang tanah yang sudah bersertipikat. (sertipikat lama), (5). Pemilik tanah 

tidak berdomisili di lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai Lokasi 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), (6). Banyaknya penguasaan 

tanah masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan, (7). Adanya Keluhan 

dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPh) saat penerbitan 

Sertipikat Hak atas Tanah dalam kegiatan PTSL. 
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3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional sudah mengambil langkah-langkah konkrit dalam 

mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendaftaran 

·ranah Sistematis Le11gkap, namun masih bclu1n sepe11uhnya bisa 111engatasi 

semua hambatan secara keseluruhan. Namun sangat terlihat keseriusan dari 

Pemerintah untuk mensukseskan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap secara keseluruhan. 

B. Saran. 

Saran-saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah : 

I. Diharapkan agar Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

terus dilanjutkan agar se\uruh bidang tanah dalan1 suatu desa atau Kelurahan 

dapat terdaftar secara keseluruhan. 

2. Perlunya pelaksanaan sosialisnsi dan penyuluhan secara intensif kepada 

masyarakat secara langsung maupun melalui media, agar masyarakat 

mengetahui tentang adanya program P1'SL disuatu daerah, serta masyarakat 

bisa memahami secara utuh tujuan dan manfaat dari Kebijakan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

3. Perlunya penambahan Jumlah sumber daya manusia dan Infrastruktur 

Pendukung pada Kantor Pertanahan, Khususnya Kantor Pertanahan 

Kabupaten Katingan. 

4. Kantor Pertanahan harus segera melakukan peningkatan kualitas data geokkp 

dengan melakukan pemetaan indeks grafis (GIM) terhadap bidang-bidang 

tanah bersertipikat yang belum dipetakan atau belum dipetakan posisinya 

dengan benar. 
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5. Pemerintah Kabupaten harus terus berkoordinasi dengan Kernentrian 

I~ingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengupayakan solusi agar tanah 

masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dapat dilepaskan mcjadi 

kawasan Non Hutan (/\real Penggunaan Lain). 

6. Kementrian Agraria dan ·rata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diharapkan 

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, agar untuk kegiatan 

Pendaftaran Tarrah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dikenakan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah (BPH"l'B) dan PPh, walaupun sudah ada kebijakan 

BPHTB dan PPh terutang. 
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IMPLEMENT AS! PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMA TIS 
LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU KECAMATAN 

KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN 

PERTANYAAN: 

1. Bagaimana Pendapat Bapak terhadap latar belakang pelaksanaan Pendafuan 

Tanah Sitematis Lengkap (PTSL)? 

2. Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek pelaksanaannya 

saat ini ? 

3. Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek Sasarannya? 

4. Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari asfek/faktor 

Penentuan Lokasinya ? 

5. Bagaimana Pendapat Bapak tentru1g pelaksanaan PTSL ditinjau dari asfek/faktor 

Obyek PTSL itu sendiri ? 

6. Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari asfek/faktor 

Subyek atau Peserta PTSL? 

7. Bagaimana Pendapat.Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari asfek/faktor 

Pelaksana PTSL? 

8. Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari asfek/faktor 

Pembiayaan PTSL? 

9. Menurut Bapak apakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan 

Pendaftaran Tan.ah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru? 
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TRANSKRIP WA W ANCARA 

Nama Informan : MZB (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Katingan) 

Tanggal : 07 Oktober 2019 
Terna Wawancara : IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN 

TANAH SISTEMA TIS LENGKAP DI 
KELURAHAN KASONGAN BARU 

Pertanvaan Wawancara 
Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak terhadap latar belakang pelaksanaan 

Pendaftran Tanah Sitematis Leni;kap (PTSL) 
Informan PTSL merupakan Kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali, yang 

dilakukan secara serentak terhadap semua obyek Pendaftaran 
Tanah pada suatu desa/kelurahan meliputi pengumpulan data ftsik 
dan vuridisnva untuk kever/uan pendaftarannva. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek 
oelaksanaannya saat ini? 

Informan Sangat diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten setempat, 
guna membantu sosialiasi kepada masyarakat tentang tujuan, 
sasaran, dan manfaat tlari PTSL, baik hagi masyarakat maupun 
hagi Pemerintah Daerah itu sendiri. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek 
Sasarannya '? 

lnforman Dengan dilaksanakannya PTSL informasi seluruh bidang tanah 
pada suatu desalkelurahan tlapal diketahui secara akurat, sehingga 
dapat dijadikan data untuk pelaksanaan pelayanan Pertanahan 
vang_ herbasis Digital. 

Peneliti Bagaimana Pcndapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 
asfek/faktor Penentuan Lokasinya ? 

lnforman Lokasi harus jelas, dalam hat hatas desalkelurahan yang hel11m 
definitif menl!Punakan batas desalkelurahan sementara. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 
asfeklfaktor Ob~ek PTSL itu sendiri 

Informan Bidang tanah yang merupakan ohyek PTSL, harus jeias dan sudah 
ada tanda batas bidane tanahva. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 
asfek/faktor Subvek atau Peserta PTSL 

Informan Pemilik tanah wajib ada saat pelaksanaan PTSL, jika berhalangan, 
wajib memberi kuasa kepada pihak lain sebagai kuasa dari pemilik 
tan ah. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 
asfek/faktor Pelaksana PTSL? 

Inform an Memaksimafkan sumher daya yang ada baik Sumber Daya Manusia 
mauoun Sumher Java oendukune (infrastruktur) 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 
asfek/faktor Pembiavaan PTSI. 

lnforman Pembiavaan PTSL, sesuai anuoaran vane telah ditetaokan dalam 

44077

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



108 

DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten KatinJlan. 
Peneliti Menurut Bapak apakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Len!!kao di Kelurahan Kason!lan Barn 
Informan 1. Belum tersedianya data dasar dalam penentuan jumlah target, 

i ha/ ini disebabkan karena be/um tersedianya jum/ah hidang 
I tanah secara kese/uruhan pada suatu desalkelurahan. Hal ini 

I 
menyebabkan ditetapkannya ban yak desalkelurahan sebagai 
Lokasi Pendaftaran Tanah Sistema/is Lengkap. 

2. Banyaknya Penguasaan tanah masyarakat yang masuk da/am 
Kawasan Rutan. Hal ini menyebabkan kurangnya min at 
masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. 

3. Be/um semua bidang tanah yang bersertipikat khususnya 
sertipikat lama terpetakan dalam Aplikasi Geokkp. Hal ini 
menyebahkan Peta Kerja yang disiapkan he/um his a 
menggamharkan Kondisi bidang tanah sehenarnya dalam suatu 
desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini hisa menimhulkan 
poft?nsi Tumpang Tindih Sertipikat Ha katas Tanah. 

4. Minimnya jumlah petugas pengukuran pada Kantor Pertanahan 
Kahupaten Katingan. Hal ini menyehabkan sangat sulit 
melaksanakan penyusunan jadwal pelaksanaan Kegiatan 
Penl!umpulan data fisik (Penl!ukuran Bidang_ Tanahl. __ 
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TRANSKRJP WA W ANCARA 

Nama Informan 
Tanggal 

: GK (Ketua Panitia Ajudikasi PTSL) 
: 10 Oktober 2019 

Terna Wawancara IMPLEMENTASI PROGRAM PENUAFTARAN 
TANAH SISTEMA TIS LENGKAP DI 
KELURAHAN KASONGAN BARU 

Pertanvaan Wawancara 
Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak terhadap latar be1akang pelaksanaan 

Pendaftran 'fan ah Site111atis LenP-kan (PTSL) 
Informan PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan 

disuatu desa/kelurahan yang dilakukan secara serentak, terhadap 
semua bidan" tanah vanv meruoakan obvek Pendaftaran Tanah. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek 
nelaksanaannva saat ini ? 

Inform an Perlunya peran serta aparat penegak hukum serta toko/1 mawyarokat 
dalam ikut mendt1kung pelaksanaan PTSL, karena dalam 
pelaksanaannya bidang-bidang tanah yang he/uni terdaftar sering 
terdanat senPketa oada saat oen2ukuran fneneum11ulan data fisik). 

Peneliti Bagai1nana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek 
Sasarannya? 

Informan Dengan dilaksanakan11ya PTSL, st:luruh bidang tanah dapat 
terdata, dan kepastian hukum ala ... tanah lehih te1]amin, sehingga 

_ ~ng_urangi kemung_kinan seng_keta ltlnf!~----- _ 
Peneliti Bagai1nana Pendapat Bapak tentang pclaksanaan PTSL ditinjau dari 

asfek.lfaktor Penentuan Lokasinya? 
Informan Batas desa/ke/urahan J;arus jelas dan tidak termasuk dalam 

kawasan hutan. 
Peneliti Bagairnana Pendapat Bapak tcntang pelaksanaan P'fSL ditinjau dari 

asfek/faktor Obvek PTSL itu sendiri 
Informan Batas hidang tanah harus sudah memiliki patok batas, serta batas 

telah dise2akati y_ang_ berbatasan. 
Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tcntang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 

asfek/faktor Subvek atau Peserta PTSL 
Informan Pemilik tanah wajih menunjukan batas bidang tanahnya, dan wajib 

melenPkani semua nersvaratan vanf! telah ditentukan. 
Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 

asfekltaktor Pelaksana PTSL? 
lnforman Memaksimalkan sumher day a manusia yang ada dengan 

memnerielas nembaeian tueas dan tan'"'"Uttf¥ iawab. 
Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSl, ditinjau dari 

asfek/faktor Pembiavaan PTSL 
Informan Pemhiayaan PTSL, sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam 

DIPA Kantor Pertanahan Kahuoaten Katinean. 
Peneliti Menurut Banak anakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan 
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Pendaftaran Tarrah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru 
Informan 1. Sulitnya menentukan jumlah Target di suatu desa/kelurahan 

yang dikarenakan tidak adanya data jum/ah bidang tanah yang 
he/um terda/tar di suatu desalkelurahan, sehingga do/am 
menentukan target hanya ditetupkan be.rdasarkan asumsi saja; 

2. Sangat minimnya jum/ah sumber daya manusia pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Katingan; 

3. Banyak jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi 
Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistema/is Lengkap (PTSL); 

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat ten tang pentingnya 
memasang tanah batas tanahnya; 

5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat ten tang bukti-bukti 
kepemilikan tanah. 
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TRANSKRJP WAWANCARA 

Nama Informan 
Tanggal 

: NK (Lorah Kasongan Barn) 
: 14 Oktober 2019 

Terna Wawancara : IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN 
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI 
KELURAHAN KASONGAN BARU 

Pertanvaan Wawancara 
Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak terhadJp latar belakang pelaksanaan 

Pendaftran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) 
Informan PTSL merupakan kegiatan pendataan bidang tanah dan sertipikasi 

bidang tanah yang di/akukan oleh Badan Pertanahan Nasional 
terhadan semua bidang tanah van.I! ada nada suatu desa/kelurahan. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari asfek 
nPJaksanaannva saat ini ? 

Informan Dalam pe/aksanaan PTSL per/u ditingkatkan Sosialisasi kepada 
masyarakat pemilik tanah, se/llin itu koordinasi harus terus 
ditingkatkan antara pihak BPN, Desa/Kelurahan, penegak hukum, 
dan Pemerintah Kabupaten. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak pclaksanaan PTSL dari asfek 
Sasarannya ? 

Informan Diharapkan dengan dilakso11aka1rnJ'll PTSL sengketc tanah dapat 
diminin1alisir, dan dapat letsedianya data bidang tanah secara 
lengkap, yang nantinya bisa digunakan sebagai data pengenaan 
Paiak Bumi dan Ban1:unan (PBBJ 11an1: akurat 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tcntang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 
asfek/faktor Penentuan Lokasinya ? 

Informan Batas desalkelurahan harus jelas dilapangan, walaupun bat as 
tersebut belum definitive. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 
asfek/faktor Obvek PTSL itu sendiri 

lnforman Bidang tanah yang akan diukur harus bersih, jelas, dan sudah 
dioasang oatok tanda batas. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 
asfeklfaktor Subyek atau Peserta PTSL 

Informan Pemilik tan ah a tau kuasanya wajib hadir saat pengukuran 
dilapanf?an dan menverahkan berkas-berkas keoemilikan tanahnva. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pe\aksanaan PTSL ditinjau dari 
asfeklfaktor Pelaksana PTSL? 

Inform an Melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan 
oen2ukuran bidan2 tanah dan oenRumoulan berkas. 

Peneliti Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari 
asfek/faktor Pembiavaan PTSL 

Informan Pembiayaan PTSL herdasarkan Peraturan Bupati Katingan No. 20 
Tahun 2018. 
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Peneliti Menurut Bapak apakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Sistematis T .. engkap di Kelurahan Kasongan Baru 

Inform an 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) itu sendiri, dimana masyarakat 
menganggap Produk dari Per.daftaran Tanah Sistematis lengkap 
(PTSL) adalah hanya Serti'pikat Hak alas Tanah,-

2. Kesulitan dalam mencari pemilik tanali, karena ban}'Uknya 
pemi/ik tanah yang berdomisili di/uar /okasi letak tanah; 

3. Masih adanya keberatan dari ma!1yarakat tentang pengenaan Bea 
Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tlan Pajak 
Perolehan Hok (PPh). 
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TEl.AGA PAl'UPUK ~ECAMATAN KAMIPANG KABIJPAILN 1-ATINOAN TAllliN 2!)18 

• 3 Bahwa untul rncmc:nu!u lc.:u.ti:a11 P J.>41 7 PCNIU'lln Mcntcn 1\i;1u1a dun 
Tata Rua11a,Kcp11la BaJA., Penanaban Nll.'umal "l('l110f 6 Tahun 21ll81cntang 
l'coJail.aran 1 anah S1'11C1r.atis l :ogilp. Kc1 .. la Kank>r pntu nicmlic:ntul. Jail 
mcn<!13rl--i'l P1n1llu AJudtl.r.<J Pcnd.sOMan Tanah S1.icn1 .. 1i,. L.."111:!.ap d311 
S:iur:1n I u~s. 

b &hwa beroosarlJln ~nl'nl>a11gan :.<:h.lj,'1tman.i J1maL'IUd lblam huruf a, 
perlu mcnctapl;an Kcp.itusan KcJ'Clln t-..antor Pcn:iMhlln Mbupoti:n }.;a1111¥1.n 
tenmng Susunan Pomha Ajud1kasi l'codat\nnin fanah Sisltmat15 LcnW-np. 
Saluan l'lli:M F1s1k, Satuan Tugas Yurid1~ da.n l:>aluan Tu,as Adm1ms1~ 
Pcnd:iftaran Tan.th Si~cntalis ~ngkap Dc't' Kclutahan : .Kasonp.n t:ima. 
Kasonp.n Uaru. Hampoht, &nut K•lallamari. Mcamal&ll Kacbpn I hhr. 
Dcsa Tumhlln& l..awanlt. 1 C\\ollng Papan l\ccama1a11. PalaU Mal4n. ~ 
Tumbanii l.Jlh4ng Kc.:ama111n K:ihn~ lcna;ih. Ocsa Petak BabanJ<tnw. 
Luwul l..lllllln Luwul. Kiri. Kccamat."1 Tu1 .. ?aya~. Desa fumbang 
Hiran. RJuis;in ::.unu, T111nbeng Dal~1. lo..ulul. Lelcns. Keca.araian Maril.rt, 
0..'S:I Tcwang Ra1111kang. Bangluana, Kecamallm Tct\ana Sani;i;alang 
Oarinit. Dcsa DchCjl, Rantau Bangldang, I umbani Atei. Kecam&1an S111111man 
Manlil.'ei Dnn Dcsa Tclaga, Parupuk Kccamfttllll Kam1pang Knhupiten 
Kati'ngan Tahun 2018 
Undang • Undang Nom•lf S Tahun 1960 u:ntang Peratunn De$ar l'ol.ok· 
Pol.ok Agmia (lembar411 Ne1Pt11 Tahun 1900 Nomor Jo.a. Tami;ahan 
LA:mbaran N~ Rcpubltk lndones1:1 No.nor 20.U l, 
U~ • Undang NOOIOI' 39 Tahuo ::?008 tentllng Ktmentenan Ncl!Jlra 
Lembliln Nqan Rcpabllk lndonc:s1a Tahun 2008 Nomor 166. Taml'9han 
U.'OllMl.1 Ncjua Rqiobl1k ndoncsia Nomor 4916); 
Undang • Unclana Nomor 25 Tahun 2009 icntana Pda)anan Put-hl 
(Lcmbiiran Nci;a.ra RcpubliL l~sia fahun 2009 NOQIQI' 112, Tombllwl 
LcmbarAll Nc11<ira RcPllbhk lndo~s1a Tahun 2009 Nornor S031)~ 
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Pahj ~==· ..,...,. Rtpubhl.. lndone,111 fahunl9% Nomor 14, rJ Ne,.ri 
Repubhk lnduric:>1a Nomur JM31 
Pcn11uran 1-'l:m.:nnrah NUtnor 14 Tab1111 1997 ~~ T.­
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Jeni~ l'cn.:nma31l Nt• ·.11"3 Buk;1n l'aJDI. ~;an~ BcrlaLu pad.J K~·111..-rucrfan 
Al!till111 J.1n 1 Alli ~Uilll!! Jl;i.fa11 Pettanah1111 N~\loMI ( f .:mhamn 1'j..:j,'1Ull 

R.:publ1I.. lnJon.:\lil lllhun 201\ Noioor 3Sl;fwnbllhan L.:mharnn Ncgnn1 
Rcpuhhl. hl<k•ll\.-..1a "'onmr Sl'O I l 

II Peraturan J•r.,•1d.:11 Nocnur 17 l uhun 20 IS k!nlang K~1«ian Allf•n• dan 
I ~ta RW1n111l.emban1n NcgMTI Kepuhlol. 111.Jor..."&ia Tahun 2015 N\1mor 18) 

q Pcrnturu.n l're1Jen Nomt.>r '.!O ·ro.hun :?ll 15 1cnW11 Badalt Pcrl4!1Jh;u1 
N;i,.11111111 (I cml>~ran l'ciµra Rcpi bhk lndonc'ta Tahun 201S Nomot Z I 1. 

10 lr~rul.11 l'rc"den ~,,mar 2 lahU11 20 IS tcntang Peft:CJ*an Pcndlll\ar.tn 
l 11J1Jh S1~1c:mdti• I c:ni:l.op d1 Seluruh W1la}ah RcpubhL lndorll:">1a, 

11 l'er31ura11 Mcntcn Nc:i;ilta /\gn1ri-.1<cpalo uadlui Pcnanahan Nu,ional 
Nomor 3 fahun l<N7 tcnwta t.:etel'ruan PclakaMla ~ l'ernen11111h 
Nomor :?4 I alwn I 997 1cnun1 l'cndar!llnlll ·1 amh 9Cbl...,..na rel.th diubah 
deni;:in P<-nitunrn Kepula Badan Pcnallahen NllSiomJ ~ 8 Tahun 201:? 
lcnlllnG Pembahan ota~ Pcratumn Menlctri Nqan Apia'Kcpala 133dan 
PefWl.lhan Na.\1011al Nomor 3 1 ahun 1997 lcnfMI Ketenruatl ~laksarnuin 
Pcratur.sn Pemcnntllh Nomor 24 T1d1un 1997 1eftW1t ~ i 3.n.tb. 
l'cratur3n Mc:nf.:n NCQllnl Agrann Kefl!lla Badan Pet111Nlun ·1.Monal 
Nomor <l fnhun 1999 tcnt:ing Tutu Cara l'cmb.:nui don Pemh.lt.i1an ll:il. 
Ala!. Ton.;ih Negara dan l lnl l'en¥\"lolaan 
P<TJlunrn Menten Ag111n;1 din Tata Rw~ 1':CJ'lll• &idan Pc,-wn.ih.an 
Nasional Numor :n Tahun :?O 16 1.:n~ll£ Sun .:yor Kad.ts1er Bcrli$CO.•t t Ben ta 
Nega111 flc1iub!J~ lndoni:;,1u l~h1m ~O lb Numor 1591 l scb.ig:um~11a tcl.1h 
d1ubah <kni:an Pe.-;11ur.ln Mcmcn Agrar1o1 Jan fata Ruan~ l:t'f'llla lladan 
P..-nanuhan 'fas1onal No1110f 11 lahun 2017 tenlllnt1 Pt"111t11rar Mentcn 
Agnma c.l.m T1ta Ruanlli.hi:p;il:i UaJan Pcrtanaha11 Nasumal 1'001or 
33 Tahun 2016 1c111a11g Sun.:)Of Kadastcr lkrl1~..:n~1 (lkntn Nei;ani 
Repubhl Indonesia lah.iu 201'/ No1110r ! 11 1), 
1'1,;rat11rnn Me:iten -\i;rana lbn Tara Ru.ill$ 'K~.s Rad;;n Pcrt.uuhan 
Nawmal Nomor 6 l11bu_n '.!() 18 1¢ntani; Pcndl'l\ar:in ~'111:1h S1~ttlll3h~ 

l.cngJ..up (fkrilll Nc11Qra Repuhhk l11Jcines1a T.1ht111 :!018 Nom1\r $01 ), 
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Dl'SA TUMllA"IG LAWANG1. lH\'ANG PAPARI KECAMATAN PUI AU 
_r.fAl.AN. l>rSA TI1t-;f8ANG LAHA.NG KECAMATAN KATINOAN 
~~GAll; DLSA PET~K OAHANDANG. l.UWUKKANAN l.,t:\\l'i;. KfRI 
KI.lAMAT,\N T~SIK PAYAWAN. or:SA TI..'MBANG 11~\N RA/l:GN:J 
5URAl'"1t 1'11J!'NG DAKU, l<UIUK LEI.I-NG. Kl:CAMATA~·i M,\Rlf...IT. 
f!ESA n~WANO Rl\NC1KANG, AANGKUANO, KECAMATAN IH\'ANCi 
SANGGAI.ANG GARINn, Dl"SA Of:.Wr.s. RANTAU 8AN<HO:IJ\NG, 
n!MOANC. /\TFI, KtCA.MATAN SAN.&.MAN MA)(flKfl DAN OESA 
1:F.l.AGA, PAROPUK KECAMATAN K-'MIPANO KADUP~TrN 
KJ\TINGAN TAllU~ WI& 

Scanned with CamScanner 

114 
44077

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



KliluA 
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tcf>.11 "~lt14 dan 

Satg:;> f1>1k ebngaimana d1mnksuJ d.111111 01\.tum ~I nGA mclal.sanal.an J.m 
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Sat.gas f1s1I. mcmpun)DI tu1111s 

a Pcngukuran b31a. b1dan11 tanilh sec;ur~ ~ad!\ tral )1111! ditunnl:kall puda 
Gtunbar Ukur, a13s pcnun1ukan pem1hk tanah atau k113sanyu. 

b. Mdllk.sonal:an pcme11111n b1dang 1an&h pMb Peta Pcndafia.11111 ~n Peta nid:lng 
TaMh; 

c Mcnjal:111lan proseJ11r dan mcmasul..kan data d:1.11 mfo1masi \llll@ 
bcrlcan11J1 dengan data Osik bidant1 W1&ll peda tphl;a51 K.._ I•, dan • 
Maundatan£3ni U.l!nbar Ul..ur clan seluruh Jol.um.:n d;in ~ hasil 
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b Mcrncrik!>I riwaya1 tanah dad 
, ~ng11Maan tanah )ang asli dan .mem 
c ~bwit daftar bid&na·bidins tailllb lidlbsY. 
~ Mcm~unt laporan ~laksalun .P:k ~ , • 
c Mcny1:1pkan ~wnuman m~ .... -.~. 
f Mcngm~entariw1 sangsalwlllieberatlll penyel . • 
g ~ny1apkan data 111\t\Ak p:mb1111t1n Oaftlt lsi1n ~=soan sertlpibt: 

h Menginput kegfotnn mt ke Ja!~m Apl1b<i !<KP 

~tgas Adnuru~ll'lllli sebagaimana dimabud dalam 
mda\.sanaktin administrasi dalam pclaksa:iaan kcgiaum 
l~ar, lcpat M1k1u. dan bertan11Sun11 Jawab'akuntabcl 
Snt!!BS Admtnl\tm.<1 mempu~ai tuga.s' 

a Mdak.mmlan tugas pcngct1bn, peni;gaixban dnkumen.pc11~111aan sura1-
su111.1 umum Jan pcmberian tanda ccnman\a dan pel.eqa;m admt111strat1I 
lainnv1t. · 

b Meny1apkan laf'(ll'llll l.c Kantor Penanahan. ~nmr W1layah OPN dan unit 
kcrja !t11n >ang dia."18l:lap pcrlu; 

e Men> 1aplian dal\ar Jiliibr; · 
d Membuat laporan tw.11 rapat, 
C. Memiapkan laporan !mil \egialllll secan berkala ~etinp bulan: . 
f Membual evalullsi untulc ~ hNil kqiala. n so:cara bcrl<..n13 setiap bulan; 
g. Mcnyiapkan pcncetab~Dll 9C111pibt dan 
h M.:mpmiapbn penalldlJllpMben teuanpn 

Sumbtr pend3naan Uf)luk Pclal$aaaan Pcndaftnran Tanah Sistema.tis 
Lengkap 1ni berasal clan o.ftAr l51an P.iak:la!Wln Angg11mn Numor : S.P DIPA· 
056.06.2.66907612018 Tanggal US Dcsembct 2017, Re"•' Ni t Tangg:d 01 
Fcbrmri 20l&Kanl0r l'cttam1han KabupltcnKaunganT•lbun Angg11tim201& 

Surat Kcputusan ini mulai br.rlaku scjal. tinggal ditetapi..an dan berak.h1r prul3 
tanggal JI Descmber:!0\8. 

Teni\11Jltlll, dNmpul.an k•pa<k V!h 
t Mtnteri AgnN dan Tata RuanW!<ep.Ua Bad•n Pml/IW.o i-uion11l 

;z Sckttlafis Jendetal, 111spcl<11or Jcn«ral. d>n W't OirekM Jendcral 
Kcmcn1cnan. .... graria dan r.,. Ruant1<'1ladau ~tllUlhao Na.sionat 

) Qobcmur Provinsl Kalim.tolftA Tcllj!lh 
-4. Kq,&IA Kant<>< Witaya!I K~mcn1c1ian Agwla .:bn Taia ~•n 

Perr&r.1'1han Nuional ~i~si Kali010111an 'fCJlPh 
S J)upati Kabupatal ){&ljng1n · 
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NO. NO.UAICAS ........ 
I 11061 PVTltl ClAUOIA PlllMAT~ MANAlU 

2 llOSI HOTI>(H MANTO MAHAW 

) 11062 PIJTlll CLAUDIA PlAMA TASAlll MANAl.U 

• 11057 PUTRI CLAUDIA P(RMATASAllf MANAlU 

s 11053 llOMAIDA TUMANGGOll 

6 11059 PVTRJ CLAUDIA PlRW.ATASAlll MANAl.U 

7 11060 HOTOEN MANTO MANAlU 

• 11061 llOMAIOA 1\JMAHGGOll 

' llOSI HOTI>EH MANTO MNIAlU 

ID 11052 HOTO£N MANTO MAHAlU 

11 llOSS HOT0£N MANTO MNW.U 

12 11050 llOMAIOA TUMANGGOll 

I) 110S• ROM.tJDA TUMANGGOll 

14 11056 PUTllJ CLAUDIA PEAMATASAAI MAHAlU 

1S 11009 MlMA!Df< TUMAHGGOR 

16 1109& 8HYADAKR1SANGGEN 

17 14700 EMPAS SAi.OMO UMAR Sl 

11 110l7 l[NN't AHGG(N 

19 1• 537 MAHOAIENA 

20 1"699 TUKASS.UMAR 

21 14701 TEDDY NOVIYANSON 

22 11073 IC.RISNAWATIE 

23 11072 $RIPER'f1WI 

24 11076 5nNAADIATI 

25 U6IO VICTORIA 

2' 1"67' SUCI MUASIOAH 

27 l06fl NUAHAYATI 

21 U7t7 GElt£JA 8CTHU INOON!SlA 

29 1479' KUSYANTO 

JO 10795 SlAMET SVWITO 

JI 1•"42 RUSLAN 

DAITAR NOMINATIJ PINGUMPULAN OATA f"IS4K OAN YURIOIS PTSl JOSI 
kllUllAl<AN : l(AS:>fl(!AH IAAU 
I.le.MATAN : KATINGAN MtUll 

lUAS HOMOA IOl'HTtTAS NO. PIT HO. ,CHGUMUMAN 

7623 620602S-I 1122/2018 1619 

199SO 620602IJ11710001 U12/L01& 1700 

14S80 620602S•04000001 u•212018 1700 

l6790 6206025•00000001 1322/2018 1700 

11950 6206020911 !SOOOI ll2U20l8 1700 

lll7 6206025•04000001 1)22/2018 1700 

l40SO 6106021911710001 1122/201& 1700 

17100 6l0i020911 7SOOOI 1)21/lOll 1700 

U990 62060219 II 7100CI 1122/201~ 1700 

11680 620602191 1710001 1)22/2018 1100 

17310 &206021911 710001 13'2/201& 1700 

10310 6Zt'602.,l I 1SOOOI n2112on 1700 

18860 62060249111SOOOI ll2lf2018 1100 

10700 620602SOOOOOOOOI 1322/2018 1100 

19410 62060209111SOOOI 1322(20!8 1'00 

11180 0211ou1121~3 Ull/2018 1611 

12110 62"60201011 JOOOI llll/2018 1116 

11270 6211011911510(.()) 1311/2011 1611 

11.<IO 610602•)0481000. IJ~S/201& 1101 

11110 62110314lOiS0002 ll81fl01S 1836 

•56 S206l'212 llllOOOI 1401/2018 113S 

4525 620601SS026600G I 140S/20U 1914 

s8ao 610601S902S60002 t40S(201S l'H 

4878 620602420SS 10001 1405/ 1018 191• 

739 6206051to7900001 IUS/2011 1194 

6'12 62D6112'2051!01)(ll '41S/20ll 17,. 

2882 62060U209S90001 IOS/201& 119• 

81& 1416/2018 1902 

6•6 6206021601110001 :U7/2011 1901 

649 6206022307700001 1•17/2016 1903 

1295 6106020J02SOOOOI 1411/201• 1903 

122 

NII - SUAAT Ul<Ull SOUIU.HkO Ktteraincan 

H•kM&HMMB H.tkMl.,..lMilit M11tnst tQ\ Mlle 

IS. I0.07.0l.0200< ttQ/h ....... btu/2011 .U.1197260 H.llkMiit 

15.10.07.03.02005 991/bso,,..n .. ""2011 M1197261 H.tt Mtik 

lS.10.07.03.02006 992/Kosoni•n l•N/201& Ml197262 H.1k Mitik ·-lS.10.07.03.02007 991/k•sona•n lll<u/2011 Ml191263 HltMaii< 

I S.I0.07.0l.02008 9,./bsonian Saru/2018 Ml197260 H•tMiii< 

~10.07-03.02009 99$/IUI ....... llMu/201& Mll9726S Ha .. MR 

IS.10.07.01.02010 996/ltOSOnc•• hN/201& Mll972'6 H.tl Mlik 

IS 10.07.03.02011 997/IWonaan loru/2011 Mll972'1 tulMia 

I S. ID.07.03 02011 9981\(0sonion llMu/2011 Mll97261 ~tMitk 

IS 10.07.0J.020ll 99'/Ko>0na•• loN(2011 Mll97269 H,tl Mi.t 

15.10.07.0l.0201• 1000/ICeso11c.1" laru/2018 Mll91270 H.1kMilik 

15.10.07.03.01015 1001/kt10n11n Batu/2018 Mll97211 H.alcMthk 

15.10.07.03.02016 1002~ason1an btu/2018 MJ19727l HalMtlik 

lS.10.07.01.02017 1ool~so11c.a.n 1:aruno1a Mll97273 H"\ MiM~c 

1S 10.07.03 02011 1000~-1•• S.ru/2018 Mll9721• Kai""' .. 
IS 10.()7 03.02019 ·~•llMu/20111 Mll9717S H.i\M~ 

15.10..07.01.02020 I006/ltMOneOn llMu/2018 Mllt7176 .......... 
IS 10.01.0l.02021 1007/KoWnpn llMu/2018 .U.1191277 HlkMHt 

IS. t0.07.03.0202J IO'lt/Kl'°"P" a.ru/201& Mll97271 Hale.MD: 

1 S.10.07 .01.02024 1009/b>Onpn .. •u/2018 MJl97279 Hok M~lt 

I S.10.07.03.02025 1010/~Hont'" 8arW'2018 Mll972IO Hlk MR;t 

ts 10.01.01.02026 1011/Kuof\aan Baru/2011 Mll97211 HaltMillli: 

IS.10.07.03.02027 1012/ICaiOncan luu/'2018 Mll97211 ~ltMilit 

IS.10.07 .03.02021 1013/lltiorlpn loN/'2018 Mll'711l H~k.Milit 

15 I0.01.Dl.02019 101•/ICMof'p~ loru/2011 Mll97214 H.alcMa 

IS 1007.01.02030 IOt~btu/2011 -~7215 tQtMDc 

lS 10.07.ol.02031 lOl~loru/2018 MJ197216 IU\ Pa\M 

15,10.07.03.02012 1011/IC...,.,...n BIN/2018 Mll97217 H.1\:Mlik 

tS.I0.01.0J.020U 1011/bwni•• .. r\l/lOlS Mll972U Hl'i:Milik 

IS.10.07.03.02014 1019/k•M>nl•• l!.tru/201.8 Mll97189 Ha': MMik 
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32 14613 MUHAMMAD AGUNG OWIKUllCORO 7939 6206020311820006 IOR/201S 1793 lS.10.07.03.02035 1020/K4son1on 8aru/201S .V.1197290 Hak M1 .. lt 

33 14684 EDI SULARMAN EKDSEPUTRA IJHO 62060206105•0001 141812018 1793 15.10.07.03.02036 1021/Kosonson Baru/2018 .V.1197291 HikMilit: 

)4 14682 llURHAYATI 11970 6206026209590001 1418/ 2018 1793 15.10.07.03.02037 1022/K4son41n Baru/2018 .V.1197292 H1tM1lilt 

35 1<1686 MUJIONO 720 6206020807810001 108/2018 1791 IS 10.07.03.02038 1021/Kasonc•n Baru/2018 Mll9729l H1kMilik 

36 14685 RAWUH Pl\ANOTO 557 3201022902760006 1418/2018 1793 lS.10.07.03.02039 1024/Kasonpn Baru/2018 Mll972'4 H1kMililt 

37 14688 Al'IAHG SURIANSYAH 222 6206022202760001 14li/2018 1793 15.10.07.03 02040 102S/l(asonpn 8aru/201S AAll97295 Hlk Mihk 

38 14687 TRI RIYANTO 433 6!060227C684000l 1418/2018 1793 15.10.07.03 02041 1026/KHonc•n B•ru/2018 Mll97296 Hak Mihk 

39 1'689 YUSIMPUl ICAHARAI' 8SS6 62710$2401700001 1421/2018 1966 IS.10.07.03.02042 l 027 /K4son1•n Baru/2018 Mll97297 H•kMilik 

40 1<1690 YUSIMPUl ICAHARAI' 9727 6271032401700001 1"1/2018 1792 l 5 10.07.03.02043 1028!kason1•n Baru/2018 Ml197298 HokM" 

41 1<1691 YUSIMPUl ICAHARAI' 9802 6271032401700001 1421/2018 1792 15. 10.07.03.02044 1029/Kasonc•n Baru/2018 Ml197l99 HokMilik 

42 11084 EDI SUlARMAN EKOSEPUTRA 8724 62()6020610540001 142112018 1966 15.10.07.03 02045 1030/Kuonean Baru/2018 AA1197300 Hat Milik 

0 14692 EDI SUlAJ\MAN EKOSEPUTRA 9025 620W20610S40001 24211201e 1792 IS.l0.07 03.02046 1031/Kasonpn Baru/2018 .V.1197301 Kak Mililt 

44 11079 ROBINSON, 01(( 3523 62060)1)04740006 1424( 2018 1906 15.1.l 07 03.02047 1032/l<asons•n 8¥Wl018 Mll97302 HokMilik 

4S 11066 KATMAl.INA 9076 6206025708500001 1437/2018 1936 1S.10.07.0l.02CM8 1033/kosonpn Baru/2018 M1197303 HHMilil< 

46 11070 MAROINATA 15220 6206022403840002 1437(2018 1936 lS.10.07.03.02049 1034/K•sone•n Baru/2018 .V.1197304 IWkMll>k 

47 11078 OIUNIWIJAYA 5153 6206021004920001 14?7/2018 1936 1S.10.07.03.020SO 1035/Kuonpn B•ru/2018 AA119730S Hak Milik 

48 11071 FE BRIN OTO 7273 620f;02 I 7027SOOOI 1437/2018 1936 I S.10.07 .03.02051 1036/K4sonpn S.ru/2018 .V.1197306 H•k M~llc 

49 14'70 ~flT 5694 6203021406 7300?3 1437(2018 1936 1S.1007.0J.o2052 10l7/K4M>npn S.ru/2018 Mll97307 HokMilllt 

so 11082 KAT!iAUHA 9216 6206025 708500001 14'7/ 2018 1936 IS.10.07.03.02053 1038/Kasoncan Barul2011 Mll97308 HokMtt:l 

SI 11067 RUPENSIAHA TRISTA 7350 6206024610760004 1437/2018 1936 15.10.07.03 02054 1039(Kosona•n B•ru/2018 AAl197309 kale Miti\: 

:;2 11068 NAHAN TH. INCAI 8980 61060:128104 30001 1437/2018 1936 lS.10.07 .03.02055 1040/KoM>ngan Saru/2018 AAJ197310 H1k Mdik 

53 11065 NAHAN lH. INC\I 9018 6206022810430001 1437/2018 1936 lS.10.07.0l.02056 104 l/K4sonpn Baru/2018 Mll97311 H•kMililt 

54 14171 ANJAICSONT 9176 6203021406730003 1437(2\)18 1936 15.10.07.03.02057 1042/K410npn S.ru/2011 M1197312 H.akMola< 

SS 11069 ltUPE~IAHA TlllSTA 4434 62C6024610760004 1437/2018 1936 lS.10.07.03.02058 1043/K•sonpn S.ru/2018 Ml197313 H•k Milik 

56 14695 SISKA 2356 6206024306930003 !439/2018 1790 1S.10.07.03.020S9 1044/Kosongon Baru/2018 AAl197314 Hak Mitik 

57 14694 PIKAl USMAN 2469 6206020906860001 1439/2018 1790 IS 10.07,03.02060 1045/Kasonaan S.ru/2018 AA119731S H•kMilik 

58 14696 SISKA 2451 620602006930003 1439/201' 1790 IS 10 07.03.02061 1046/K4SOl\l•n Boru/2018 Mll97316 H•kMail< 

59 14698 SISKA 2912 620602006930003 1439/2018 1790 IS.10.07.03 02062 1047/ICaso"C>n Boru/2018 Mll97317 HokMilil< 

60 14697 SISKA 2128 6206024306930003 1439/1018 1790 15.10.07.03 02063 1048/l(osoncon Baru/2011 Ml197318 Hak.Miliik 

61 146g) USMAN 7580 6206020706630001 1439/20!8 1790 15.10.07.03,02064 1049/Kasongan 8aru/2018 AAl197319 Ha1tM1l1k 

62 14798 RICAO SISMANTO 228 6206022~ 10850004 144112018 1901 l5.10.07.03.0206S 1050/K•sonc•n Baru/201S Mll97320 Hak M~1k 

63 14799 DARWIN 15880 627103200SS40007 1440/2018 1904 lS.10.07 03.02066 105 l / Koionpn S.ru/2018 Ml197321 HakMilik 

64 14793 YCTWIRAHI lAMPE 22321) 6271036701S400G4 1440/2018 1904 15.10.07.03 02067 1052/laionpn Barv/2011 M1197322 HakMiilt 

6S 14794 SAL WIN KUB US 17790 6371051602S IOOOl 1 l440/20lt 1904 IS.10.07 .03.02068 1053/lasonian Boru/2018 AAl19732l H•kM1hlc 

66 14792 DARWIN 16430 62710320055•0007 1440/2018 1904 15.10 07 .03.02069 1054/Kasonean 8oru/2018 AAl197324 Hak Milik 
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67 11089 ANREIYANNO 14980 6 20611 09 II 660'Jo) I 1440/2018 1904 IS 10.07.03.02070 1055/l<.1.,ni•n 8•n.o/2018 MU91J2S Hok Md<k 

6a 11091 WAN!f 21700 6206115502710001 1•40/2018 1904 JS 10.07.03.02071 1056/IYM>ngon 8oru/2011 AAll91J26 H1k Mdolt 

69 11092 WNllE 988S 620611S502710001 1440/2018 1904 IS 10.07.03.02072 IOS7/KaJOn1•n lliru/2018 AAll97327 Hok Miiot< 

70 11093 WANIE 13320 6206115502710001 1440/20'8 1904 IS 10.07.03.02073 lOSl/Kasongan lliru/2018 AAl197328 Hak M1~k 

71 1'191 WINETOE 4796 62060ll9117<0001 1450/2018 1909 lS.I0.07.03.0207& 1059/Kasonsan 8aru/2018 MIJ97329 H1kMiloi< 

72 11086 PIRMAN l899 6206022209850001 14~/2,1& 1909 J5.lo.o7.o3.0207S 1060/Kasoncan Saru/2018 Ml197UO H1k Mild< 

73 1'790 RUSOIANA 9782 6206025W2730003 1450/2018 1909 I 5.10.07.03.02076 1061/Kuonpn lliru/2011 AAl1971ll Hak Milit 

,. 1&707 PllW.USMA/I 2568 6206020906860001 1&51/2018 1791 15.i0.07.03.02077 1062/IYsona•n lliru/2018 AAll973l2 H1kMililt 

75 1'705 MITA 2597 6706025&10860002 1•51/201' 1791 IS 10.07.03.02078 1063/Kasonpn Baru/2018 AAIJ9733l HokMiilc 

76 1'70& MITA 2576 620f025410860002 1451/2018 1791 15.10.07 .03,02079 1064/Klsonpn lliru/2018 AAl197334 HakMolric 

77 14703 RINI WAHYULIANI 1128 6206025011870007 1451/2018 1791 IS.10.07.03.02080 1065/Kuonc•n Boru/2018 M1197H5 H1kMilolt 

78 14702 WlNARTO 366 3520100501800001 1451/2018 1791 15.J0.07.Q3.02081 1066/Kasonpn lli"'12018 AA1197336 HJk Mohk 

79 14708 PIKAI. USMAN 2573 6206020906860001 1451/ 2018 1791 IS 10 07.03.02082 1067/K>sonc•n Ban.i/2018 AAl197337 HikM1lik 

80 1'706 USMAN 235& 62060207066)\J()()I 1&51/2013 1791 IS 10.07.01.02081 1068/Kasonpn S.11.1/2011 AAIJ9733& HokMdolt 

81 11064 ENNY PE.!RIAHll 374 620602S302840001 1'5312018 1910 15.:0.07.03.0208& 1069/Kuonpn lliru/2018 AAJJ97339 H1kM•'k 

82 11081 JUPRI VANTO S982 1509120909950001 1454/2018 1971 IS. J0.07.03.0208S J07G{Kasonc•n Biru/2018 AAJl97340 H~kMiltk 

83 1•80 MOH CHOIRUL ANAM 407 35180520128•0002 l•SS/1018 1923 15.10.07.Q3.02086 1071/K•so•a•• Boru/21.118 AA119734 1 H1kMlhk 

84 14881 SUMARIVANTO 1820 6106021006790001 1471/2018 1943 lS.10.07.03.02087 1072/Kosonc•n Boru/2018 AAl197342 Hak Milik 

as 14177 GEREJA PANTEICOSTAASI HATAllA KASONGAH 292 1490/2018 1935 IS 10.07.03.02088 1073/Kl""'C•n lliru/2018 AAll.97343 Hak M~<k 

86 11087 SUIUAHTO MAllTINUS '473 6206022 710890002 1•92/2018 19&5 15.10.07 03 02089 101'/Kaiona•n lliru/2018 AAJl97344 Ha\:M11.Jt 

87 llOIO KAI.AWA S67 6206024609650002 1493/201! 19&4 lS 10.07.03.02090 107S/ltasongan Boru/2011 AAl19734S HikMiWt 

88 11094 V\JSUA l:AHAAAP 17640 620602110775000 I 1497/2016 1937 15 10.07.03.02091 1076/Kuongan 8al1.l/2'll8 Mll97346 Hak M1lik 

89 11095 YUSTINIE 18030 6206026908790004 1497/2018 1917 15.10.07.03.02092 1077/Klsongan Saru/2018 AAll97347 Hak Molik 

90 11096 YEPRIE 15280 620S021S03700002 149712018 1937 I 5.10.07.03.02094 1078/!Ysongin Biru/2018 M1197348 t11k Whhk 

91 1•aa• DtUNIWllAVA 1•50 620602300&920001 ISOl/2('18 19&1 15 10 07.03.02095 1079/Kasona•n S.ru/2018 AAl1973•9 H1k Molok 

92 la&U V\JUUS SIMSON 1445 6206022707900001 15011201' 19&1 IS 10.07.01.02096 IOIO/koso111•n Botu/2018 AA11973SO HokMllolc 

93 !UIS 5UlillANA TITAE 1440 6206026311160002 1501/2018 1941 IS 1007.0l.02097 1081/Kosong•n Biru/2018 Mll973SI HokMolok 

94 1&816 MAJIOINATA 1434 6206022203140002 1501/2018 ......_ 1941 IS.I0.07.Dl.02098 1082/Kasongin S."'12018 Mll97352 H•k M1hk 

9S 1&887 IRWAN 1429 6206020106800001 1501/2018 1941 15.10.07.03 02099 1083/Kuong•n 81"'12018 AAll973S3 Hak M 1l1k 

96 1418& LUSANTO 1435 62021&0802 780001 ISOl/2018 19&1 IS 10.07,03.02100 1084/Kasoni•n 8•11.1/2018 Mll97354 Hak M11lk 

97 14889 RICXYWAlOO 8629 620602250&760002 1501/2018 1941 IS.10 07.03.02101 IOIS/Koson11n S.ru/2011 AAJJ97355 H•kMol'k 

98 1107' SRISUMAASI 9197 620602S207630001 1';03{2018 19&6 15. 10 07.03.02102 1086fKasongan a.n./2018 Mll973S6 HokMolJ< 

99 11085 JOHN Fiil 2294 f 206020901860001 1501/2018 19&6 IS 1007.03.02103 1087/Kosoniln Biru/2018 AAll97357 H•k Mol1l< 

100 14878 MAIEllS OAERAH AGAMA HINDU KAHARINGAN KABUPATEN ICATINGAN 1280 15omo18 1939 IS 10.07.03.02104 1088/K•song•n lliru/2018 AA1197358 Hak P•ltil• 

101 14879 VAVASAN PENOIOllCAN KRISTEN RESORT GK[ KASONGAN 3688 1506/2018 1942 15 10.07.03.0210S 1089/Kasongan Boru/2018 AA11973S9 Hak Pakai 
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102 1418() YAYASAH P("OIOIKAN KRISTEN RESORT GKE KASONGAN 4361 1506/2018 19'2 15 10.07.03 02106 1090/1(.t<onpn ~rv/2018 AAll97360 H.lthbl 

103 1'869 AIKAWATI 192'0 620602S903530001 IS07/2018 1931 IS 10 07.03.02107 1091/IWonpn ~""2018 AAll97361 HokMiil< 

104 11075 GUP£R 838' 6206020S065SOOOI 1507/2018 1938 15 1007.03.02108 1092~soncon ~rw'20t8 AAl197l62 H.lk Milot 

!OS 1'812 MEN51ANA 690 6206024711620001 1510/2018 1947 15.10.07.03.02109 t093~sonpn 8orv/2.0l8 AAll97363 H•kMMik 

106 1'876 MUJIATI 198 6301104708890002 1511/2018 193' 15.10.07.03.02112 1094/K.,ong•n 8arv/2018 A>.1197364 Holk Mihk 

107 14875 SARIN AH 292 6206024206870003 1511/2018 1934 15.10.07.03 02113 1095/K•soncon 8orv/2018 M1197365 HakMililc 

108 14874 ASFIANI 211 620602111078000) 1511/2018 1934 15.10.07.03 02114 1096/Kosongan Barv/2018 Mll97366 H.lk Mililt 

109 14873 NORMAL.-OEWI 414 6206016908800001 ISll/2018 1934 15 10.07.03.02115 1097/1(.tsonc•.n B•rv/2018 AAll97367 HokM .... 

110 14872 EVA YUSEPI USTARI 4U 6206026911160001 1511/2018 19)4 15.10.07.03.02116 1098/Ko...,,..n lloN/2011 Mll97l61 HokMililc 

NIP. 19800406 199903 1002 
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